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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang berjudul :
“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Pengasuhan Anak Yang Turut Serta Bersama Ibunya Menjalani Pidana Penjara
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang)”. Untuk
menjawab rumusan masalah : Bagaimana pemenuhan hak anak yang turut serta
bersama ibunya menjalanipidana penjara di lapas perempuan klas 1A malang Dan
Bagaimana tinjauan hukum pidana islam dan UU No. 35 tahun 2014 tentang
pengasuhan anak yang turut serta bersama ibunya menjalani pidana penjara.

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini termasuk dalam jenis penelitian
empiris.Sebagaimana penelitian empiris adalah metode penelitian yang diperoleh
dari fakta empiris (perilaku manusia), dengan menggunakan teknik pengumpulan
data, diantaranya yaitu, wawancara, observasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini
penulismemilih untuk menggunakan deskriptif kualitatif yang disertai dengan tiga
sumber dataseperti, sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data
tersier.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa : 1) Hak Anak yang turut serta bersama
ibunya menjalani pidana penjara di LPP Klas 1A Malang telah diperoleh anak
meskipun belum maksimal, dari segi orang tua sendiri hak anak yang dapat diberikan
seperti: merawat anak, memenuhi kebutuhan dasar anak (ASI), mencukupi
kebutuhan makan, serta membantu anak selalu merasa nyaman. sedangkan dari LPP
malang sendiri telah berupaya memenuhi dan memberikan hak-hak anak seperti:hak,
terpenuhinya fasilitas yang memadai, terjaminya kebutuhan pokok, terpenuhinya
hak kesehatan terhadap anak yaitu, pemeriksanaan rutin dan imunisasi setiap 1 bulan
sekali,serta terdapat playground sebagai sarana bermain anak. 2) Tinjauan Hukum
Pidana Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Pengasuhan Anak yang turut serta
bersamaibunya menjalani pidana penjara masuk kedalam jarimah ta’zir hal ini sudah
sesuai dengan hukuman yang diterima oleh ibu yang statusnya sebagai narapidana.
Namun dalam fikih hadhanah ibu tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan
pengasuhan, dimana telah dijelaskan syarat hadhanah yaitu harus amanah, karena
tidakada hak asuh bagi wanita fasig. sebab dikhawatirkan seorang ibu yang fasiq
tidak dapat dipercaya dalam menunaikan kewajibannya. sedangkan dalam segi
undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah dipenuhi dengan
baik meskipun terdapatbeberapa hal yang kurang sesuai.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan: dalam undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak belum semuanya dapat diterapkan
dengan tepat dan sesuai, maka dari ini diharapkan pemerintah dan oknum yang
bersangkutan dapat memperhatikan lagi dalam kehidupan nyata, apakah telah
terlaksana sesuai dengan yang tertulis di peraturan atau masih perlu diupayakan lagi.
Terhadap LPP Malang alangkah baiknya dalam hal yang kurang anak mengerti
sepertiperan sosok ayah lebih dikembangkan lagi agar anak dapat terpenuhi haknya
untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya Seharusnya LPP membuat
suatu peraturan tersendiri mengenai diperbolehkannya kunjungan minimal 1 kali
dalamjangka waktu tertentu dan diberlakukan syarat tertentu agar hak-hak anak tetap
dapat anak peroleh dari ayahnya. Terhadap Masyarakat diharapkan dapat bersifat
bijakkepada mantan narapidana sehingga dalam hal bersosialisasi di masyarakat
tidakmenimbulkan suatu sikap diskriminasi.

Vi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap orang
tua yang wajib dijaga dan disyukuri karena seorang anak nantinya akan berperan
sebagai generasi penerus, baik penerus dalam keluarga ataupun menjadi penerus
bangsa.! Selain itu, anak yang lahir diharapkan pula menjadi anak yang baik,
berguna bagi keluarga, membawa nama baik keluarga, bahkan menjadi harapan
bagi nusa dan bangsa dimasa depan.? Secara sosiologis Anak diartikan sebagai
seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita melalui atau tanpa
suatu pernikahan, maka tetap dikatakan sebagai anak karena ia belum dewasa atau
pubertas (suatu siklus atau masa seorang anak mengalami perubahan mulai dari
fisik, psikis dan juga pematangan fungsi seksualnya). Pengertian anak menurut
aspek psikologis yaitu, pertumbuhan anak yang mengalami tahapan-tahapan
perkembangan kejiwaan yang ditandai dengan suatu ciri tertentu. Selain ditentukan
dari batas usianya, juga dapat dilihat dari perkembangan serta pertumbuhan jiwa

yang dialami anak. 3

Sedangkan dalam pandangan hukum islam terdapat dua kriteria mengenai

batas usia anak menuju dewasa yaitu ditandai dengan adanya perubahan fisik atau

1 A. Imam Baihaqi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pidana Kurungan Bagi Anak Nakal di Rutan
Anak Blitar” , Al-Qaniin, Vol. 23, No. 1, (Juni 2020), 43.

2 Laurensius Arliman S, Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, (Yogyakarta: CV Budi
Utama,2015), 1.

% Ligza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,
(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 6.



jasmaninya. Selain itu para ulama juga membagi menjadi empat fase sebagai

berikut:

1. Fase pertama masa ketika anak belum dilahirkan yaitu anak yang masih dalam

kandungan. Jadi sang bayi yang masih dalam kandungan merupakan salah satu

anggota dari badan ibunya.

. Fase kedua, yaitu fase dimana bayi lahir sampai pada masa tamyiz (usia 7

tahun). Pada fase ini anak mendapatkan hak-haknya secara utuh untuk dapat

diperlakukan secara baik oleh ahliyyah ai-wujud (oleh yang lain).

. Fase ketiga, yaitu anak yang sudah berusia tujuh tahun sampai menginjak usia

dewasa. Dalam fase ini manusia belum dapat dikatakan tercapai
kesempurnannya sebagai manusia seperti dari segi akal dan fisik. Karena ia
terlahir tidak memiliki akal (kesempurnaan) dan badan.
Fase keempat, fase ini dimulai dengan masa kedewasaan. Pada fase ini seorang
anak sudah dianggap memiliki kelayakan mendapatkan tugas dan kelayakan
serta kemampuan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna.*
Adapun pengertian anak berdasarkan hukum pidana yaitu, lebih
mengutamakan mengenai pemahaman hak-hak anak yang wajib dilindungi.
dalam aspek hukum pidananya, hal ini memunculkan aspek hukum positif
terkait proses masa tumbuh kembang anak agar anak terhindar dari tindakan
yang menyimpang selain itu juga bertujuan untuk menjadikan anak tersebut
memiliki hak atas kesejahteraan dan masa depan yang baik.®> Anak adalah
bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup

manusia, bangsa dan negara. Untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup

* 1bid., 20-22.

5 Vita Biljana Bernadethe Lefaan, Yana Suryana, Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak,
(Yogyakarta: CV Budi Utama,2018), 14.



anak, Negara harus memberikan perlindungan dan jaminan mengenai hak untuk
hidup dan berkembang secara optimal. Untuk itu diperlukan perlindungan untuk
dapat mewujudkan kesejahteraan anak tersebut dengan cara memberikan
jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan yang
diskriminatif.®

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak telah menjelaskan pula mengenai tugas dari kedua orangtua yaitu orang
tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara,
mendidik, melindungi serta mencukupi segala kebutuhan anak dari lahir sampai
dewasa.. Lebih jelasnya hak-hak yang diperoleh setiap anak menurut undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu:

1. Hak untuk beribadah menurut agama yang diyakininya

2. Hak untuk memperoleh Pendidikan

3. Hak mendapatkan perlindungan

4. Hak memperoleh rehabilitasi, pemeliharaan taraf kesejahteraan

sosial dan bantuan sosial bagi anak penyandang disabilitas
5. Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali jika terdapat alasan

tertentu untuk dipisahkan demi kepentingan terbaik

Dalam hal ini hak-hak diatas adalah hak yang tidak dapat dirampas oleh

siapapun.’

Orang tua adalah peran utama atau penentu terhadap anak untuk

mewujudkan hak-hak anak dapat dicapai. Namun dalam setiap kehidupan

& Muwahid, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya”, Al-Jinayah
Vol. 5, No. 2, (Desember 2019), 339.
" 1bid., 4.



pastinya ada beberapa hal yang tidak dapat kita duga, situasi tidak terduga,
berada pada tempat dan waktu yang salah atau adanya kekhilafan seseorang.
Dari hal ini dapat pula terjadi pada orang tua, dimana timbul suatu halangan
yang mengakibatkan orang tua tidak dapat memenuhi haknya kepada sang anak.
Sebagai contoh seseorang tiba-tiba menjadi narapidana akibat kekhilafannya,
lebih ironisnya lagi narapidana tersebut adalah seorang wanita yang statusnya
seorang ibu. Sebagai narapidana yang dijatuhi hukuman berupa hukuman
pidana penjara, seorang ibu diupayakan untuk dapat mengasuh anaknya karena
tugas dari seorang ibu adalah memenuhi hak anak itu sendiri apalagi anak dari
seorang narapidana tersebut masih berusia dibawah 2 tahun.® Memang pilihan
yang berat untuk memabawa sang bayi tinggal di dalam lembaga
pemasyarakatan, namun hal ini menjadi pilihan yang cukup memungkinkan
untuk sang bayi agar ia bisa terpenuhi kebutuhan ASInya. Disisi lain dengan
kondisi anak yang turut serta bersama ibunya tinggal di penjara maka anak
tersebut diharapkan tetap memperoleh hak-haknya selama tinggal dilembaga

pemasyarakatan.

Seorang bayi yang baru saja dilahirkan masih sangat membutuhkan
kehadiran seorang ibu apalagi anak bayi masih memerlukan ASI (Air Susu Ibu)
selain itu anak juga membutuhkan kasih sayang dari sang ibu. Dalam Islam telah
dijelaskan pula mengenai pengasuhan anak atau dalam istilah islamnya disebut
“hadhanah”, pengertian hadhanah yaitu pemeliharaan terhadap anak yang
belum bisa mengurus dirinya sendiri (bayi). Pendekatan islam terhadap anak

dapat disimpulkan dalam dua prinsip. Prinsip yang pertama, sesuai dengan yang

8 Allysa,”Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga
Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”, (Skripsi,--, Universitas Atmajaya Yogyakarta, fakultas Hukum,
Yogyakarta ,2016), 2.



diperintahkan Allah yaitu anak hendaknya tidak menjadi penyebab
kesengsaraan kedua orangtuannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs.

Al- Bagarah ayat 233 yang berbunyi:

< o8 8 |

& - s, 8 3°° 5.
PR (..g ol 31 UA u,m{ UJJ; :,Muj\ uwj w_sjjs
Gy ) s LIS d;ﬂJ‘J S L%m b4 5
Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh
bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung

nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani
lebih dari kesanggupannya.®

Prinsip yang kedua yaitu, setiap orang tua tidak menjadi penyebab
kesengsaraan terhadap anaknya, orang tua wajib untuk memenuhi hak-hak anak
seperti: hak hidup serta kemungkinan hidup yang secara adil, hak mendapatkan
pengesahan atau pengakuan dari ayahnya, serta hak memperoleh perawatan dan
perlakuan sosial yang baik.’® Seorang ibu memiliki peran penting dan vital
dalam membentuk kepribadian anak yaitu pada masa anak membutuhkan
penyusuan, pada masa anak memasuki usia sekolah sampai dengan anak
tumbuh dewasa hal ini menjadi penentu berkualitas atau tidaknya seorang di
masa dewasa yaitu sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan
yang ia peroleh pada masa kanak-kanak. Oleh karena itu islam dengan tegas
mewajibkan umat manusia untuk memelihara keturunannya dengan sebaik-

baiknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
tentang hak hak apa saja yang diperoleh anak narapidana selama tinggal di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan klas 11A Malang, apakah sudah sesuai

9 Mushaf Aminah, Surat al-bagarah ayat 233, (Jakarta: Alfatih,2002), 37.
1°A. Tmam Baihaqi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pidana Kurungan Bagi Anak Nakal di Rutan
Anak Blitar”, Al-Qaniin, Vol. 23, No. 1, (Juni 2020), 46.
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dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Baik dalam
pemenuhan hak pengasuhan dari kedua orang tua, hak memperoleh
perlindungan, hak kesejahteraan hidup dan sebagainya, yang mana didalamnya
juga disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Sehingga
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi.

Lapas Perempuan klas 1A malang adalah tempat satu-satunya lembaga
pemasyarakatan perempuan yang menjadi tempat pemasyarakatan perempuan
wilayah Jawa Timur, untuk itu peneliti melakukan penelitian lebih lanjut
mengenai pemenuhan hak anak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan
apakah sudah dilaksanakan sesuai undang-undang, khususnya di Lapas
perempuan klas 1A malang, Sehingga penyusun tertarik untuk menulis dan
menyusun skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan UU No. 35
Tahun 2014 Tentang Pengasuhan Anak Yang Turut Serta Bersama lbunya
Menjalani Pidana Penjara (Studi Kasus di lembaga pemasyarakatan perempuan
klas 11A malang). Dengan harapan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan
membantu kepedulian dan rasa peka terhadap hak-hak seorang anak untuk
hidup tanpa mengabaikan kepekaan terhadap aturan-aturan hukum yang
ditetapkan.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis
akan mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Pengasuhan anak yang turut serta bersama ibunya menjalani pidana penjara

di Lapas Perempuan Klas 1A malang



2. Peran ibu yang berstatus sebagai narapidana dalam memenuhi hak anak
selama tinggal didalam Lembaga pemasyarakatan perempuan klas 1A
Malang (menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak)

3. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Malang dalam memenuhi hak
anak selama tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I1A
Malang (menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak)

4. Pandangan Hukum Pidana Islam dan UU No0.35 Tahun 2014 Tentang
Pengasuhan Anak yang turut serta bersama ibunya menjalani pidana penjara
di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Malang

C. Batasan Masalah
Untuk membatasi permasalahan maka penulis memberi batasan masalah
sebagai berikut:

1. Peran ibu dalam memenuhi hak anak selama tinggal di Lembaga
pemasyarakatan perempuan klas IIA Malang (menurut UU No.35 Tahun
2014 Tentang perlindungan Anak).

2. Pandangan Hukum Pidana Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang
Pengasuhan Anak yang turut serta bersama ibunya menjalani pidana penjara
di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Malang.

D. Rumusan Masalah
Menurut identifikasi masalah pada pembatasannya, maka dapat dirumuskan
dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Anak Yang Turut Serta Bersama lbunya
Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas 1A

Malang?



2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam dan UU No. 35 Tahun 2014
Tentang Pengasuhan Anak Yang Turut Serta Bersama lbunya Menjalani
Pidana Penjara?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan bentuk deskripsi singkat mengenai kajian
suatu penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup masalah yang akan diteliti,
sehingga kajian yang akan dilakukan tidak merupkan suatu pengulangan atau
duplikasi dari kajian penelitian yang sudah pernah diteliti karena terdapat
perbedaan penelitian yang akan dibahas dengan penelitian yang sudah ada
meskipun terdapat kesamaan tema namun, maksud dan pembahasannya
berbeda. Penulis mengkaji beberapa karya ilmiah yang membahas masalah

pengasuhan anak dari seorang narapidana antara lain:

Rahmad Bayu Anggoro®!, “Pengasuhan Anak Oleh Narapidana Dalam
Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahunn 2014 ~ (studi
kasus Lapas Kelas Il A Ambarawa Kabupaten Semarang), Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2017. Dalam penelitian tersebut
peneliti membahas mengenai pengasuhan anak dari seorang ayah yang bersatus
narapidana seperti bagaimana cara pola asuh yang diberikan dari sang ayah yang
hidup dipenjara yang tidak dapat bertemu anaknya dan bagaimana peran ayah
dalam memenuhi nafkah kepada anaknya dalam kondisi tersebut. Sedangkan
penulis membahas mengenai pengasuhan anak yang turut serta bersama ibunya

menjalani pidana penjara dan lebih fokus terhadap hak-hak apa saja yang

11 Rhmad Bayu Anggoro, “Pengasuhan Anak Oleh Narapidana, Dalam, Prespektif Hukum Islam dan UU. No 35
Tahun 2014 Studi Kasus di Lapas Kelas ITA Ambarawa, Kab. Semarang”, (Skripsi,--, Institut Agama Islam
Negeri, Salatiga , 2017).



diperoleh anak tersebut selama tinggal di Lapas bersama sang ibu. Dan terkait
persamaanya yaitu peneliti terdahulu dengan penulis memiliki kesamaan pada
metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan obyek penelitian di

lemabaga pemasyarakatan.

Siti Rahmatillah Fitriyah'2, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Narapidana Yang Menyusui Saat di Lembaga Pemasyarakatan”, Universitas
Jember 2020. Dalam penelitian tersebut peneliti merujuk mengenai jaminan
perlindungan hukum bagi narapidana hamil dan menyusui dilembaga
pemasyarakatan. Sedangkan penulis disini membahas mengenai pengasuhan
anak yang turut serta bersama ibunyanya menjalani pidana penjara dan lebih
fokus terhadap Hak-hak apa saja yang diperoleh anak tersebut selama tinggal
di Lembaga pemasyarakatan bersama sang ibu. Persamaan dari penelitian
peneliti dengan penulis adalah obyek penelitian vyaitu diLembaga

Pemasyarakatan.

Mu’afif 13, “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Di lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Sebagai Model pembinaan Bagi
Narapidana” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Kalijaga
Yogyakarta,2015. Dalam penelitian terdahulu peneliti membahas mengenai hak
Pendidikan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan penulis disini membahas
mengenai pengasuhan anak yang turut serta bersama ibunya menjalani pidana
penjara dan lebih fokus terhadap Hak-hak apa saja yang diperoleh anak tersebut

selama tinggal di Lapas bersama sang ibu. Persamaan penelitian peneliti dengan

12 Siti Rahmatillah Fitriyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Yang Menyusui Saat Di Lembaga
Pemasyarakatan” , (Skripsi,--, Universitas Jember, Jember, 2020).

13 Mw’afif, “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Dilembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Yogyakarta
Sebagai Model pembinaan Bagi Narapidana”, (Skripsi,-- Universitas Islam Negei Kalijaga,Yogyakarta,2015).
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penulis yaitu pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan obyek

penelitian yaitu di lembaga pemasyarakatan.

Kajian Pustaka yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan sebagai
gambaran terkait pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti, namun
tidak dapat dipungkiri penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh beberapa

penulis tetap menjadi bahan ataupun masukan dalam penelitian ini.
F. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan suatu hal yang hendak dicapai dalam penelitian,
tujuan penelitian dapat memberikan petunjuk dalam melaksanakan penelitian.

Adapun tujuan dari peneliti seperti:

1. Untuk Mengetahui Pemenuhan Hak Anak Yang Turut Serta Bersama
Ibunya Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Klas IlA Malang.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan UU No. 35 Tahun
2014 Tentang Pengasuhan Anak Yang Turut Serta Bersama Ibunya

Menjalani Pidana Penjara.

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfa’at sedikitnya terdapat dua
aspek yang dapat memperjelas bahwa permasalahan pada penelitian ini dapat

bermanfa’at, baik dari segi akademik ataupun praktis seperti sebagai berikut:
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1. Manfa’at Akademik

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pengembangan teori pola
pengasuhan anak, lebih khususnya seorang anak yang memiliki orang tua
yang statusnya sebagai narapidana. Selain itu, penelitian ini mampu
memberikan banyak informasi kepada masyarakat mengenai pola asuh anak
dan pemenuhan hak anak yang demikian, serta membuka wawasan
masyarakat tentang pemenuhan hak anak dalam tinjauan hukum islam
maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak.

2. Manfa’at Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru,
informasi baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai pengasuhan dan pemenuhan hak anak yang turut serta bersama
ibunya menjalani pidana penjara sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat ataupun mahasiswa yang

akan melakukan penelitian sejenis.

H. Definisi Operasional
Untuk mencegah timbulnya kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi
ini, maka diperlukan adanya penjelasan mengenai istilah-istilah dalam judul
tersebut seperti:
1. Anak
Anak adalah manusia yang mengalami proses pertumbuhan atau tumbuh

kembang baik secara phisik, sosial ataupun psychis, maka dari itu anak
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masih memerlukan bimbingan dari orang dewasa.'* Dalam pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang
yang masih berumur dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam
kandungan.®®
Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak merupakan upaya suatu negara dalam rangka memenubhi
hak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan salah satunya
seperti pemenuhan hak anak.
Hak Anak

Pasal 1 ayat (12) menjelaskan hak anak adalah bagian dari hak asasi
manusia yang wajib dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh orangtua ,
keluarga, negara, masyaratkat, pemerintah dan pemerintah daerah”.
Narapidana Wanita

Wanita yang berstatus sebagai narapidana adalah seseorang yang
dipidana berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan
telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menjalani pidana hilang
kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan yang dikhususkan untuk
perempuan dan telah dewasa.
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu obyek atau tempat yang

diperuntukkan sebagai tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan

1% Chusniatun, “Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Konvensi
Internasional Hak-Hak Anak, Sistem Perlindungan Hukum”, Vol.30, No. 1, (Mei 2018), 103-132.

15 Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Nomor 35 Tahun 2014, LN No.297 Tahun 2014,
TLN No.5606, Jakarta.
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anak didik pemasyarakatan.'® Lembaga pemasyarakatan perempuan yaitu
tempat yang dikhususkan untuk narapidana ataupun anak didik
pemasyarakatan yang berjenis kelamin perempuan.
6. Fikih Hadhanah
Hadhanah atau pengasuhan anak adalah suatu pemeliharaan terhadap
anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri (bayi).
7. Undang-undang No. 35 Tahun 2014
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
adalah suatu peraturan yang di dalamnya mengatur tentang segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar anak dapat
hidup, tumbuh, berkembang dengan baik sesuai dengan harkat, martabat dan
juga memperoleh perlindungan apabila terjadi suatu kekerasan dan
diskriminasi.
I. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Pada Penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan metode
penelitian kualitatif. Menurut Erickson penelitian kualitaftif adalah penelitian
yang berkeinginan untuk menemukan serta memberi gambaran secara naratif
suatu kegiatan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan dari adannya
tindakan yang pernah dilakukan terkait kehidupan mereka. Denzin dan Lincoln
juga mengutarakan tentang pengertian kualitatif, pengertian kualitatif adalah
penelitian yang menggunakan latar secara alamiah yang bermaksud untuk

menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dan dilaksanakan dengan cara

16 Indonesia (2), Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, Nomor 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN
No. 3614, Jakarta.
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melibatkan beberapa metode yang ada.'” Tidak hanya itu, penelitian kualitatif
juga dapat dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah suatu latar
belakang misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi.
2. Sumber Data
Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah subyek yang berasal dari
mana data tersebut didapatkan. Jadi sumber data adalah tempat diperolehnya
suatu data yang diinginkan. Jenis-jenis Sumber data meliputi:*®
a. Data Primer
Peneliti disini memilih menggunakan pedoman primer. Data
primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data
pertama di tempat penelitian atau obyek penelitian.’® Dengan kata
lain,data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama berupa
hasil wawancara dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti
mewawancarai narapidana yang turut serta memabawa anaknya tinggal
di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 1A malang.
b. Data Sekunder
Data sekunder ialah data yang digunakan sebagai pelengkap,
yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Pada
penelitian ini, data sekunder yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun
2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang no 39 tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia, Ayat Al-qur’an dan Hadist tentang hak-

hak anak.

17 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.
18 Ismail Nurdin dan Sri Hartati , Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia,2019),171.
19 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2005),132.
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c. Data Tersier
Data tersier yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap,
seperti memberi petunjuk terhadap data primer dan data sekunder.
Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa
Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.
3. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian adalah obyek atau tempat yang dipilih untuk digunakan
memperoleh atau mencari data dari responden. Tempat penelitian yang diambil
yaitu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM provinsi Jawa Timur
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang yang beralamat di JI.
Kebonsari, Sukun Kota Malang Jawa Timur.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara berkomunikasi verbal guna mendapatkan suatu informasi langsung
dari sumbernya, wawancara digunakan dengan tujuan apabila peneliti
ingin mengetahui beberapa hal yang lebih mendalam dan pada
prosesnya wawancara dilakukan dengan berkomunikasi antara dua
orang.?® Pihak yang menjadi narasumber antara lain adalah
narapidana/WBP (warga binaan pemasyarakatan) yang membawa anak
(bayi). Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dijadikan
sebagai data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan melalui

wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber.

20 Ismail Nurdin dan Sri Hartati , Metodologi Penelitia. .., 178.
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b. Observasi

Observasi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara
pengamatan langsung pada obyek atau lokasi penelitian yang bertujuan
dapat melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
observasi lebih mengoptimalkan kemampuan peneliti dari beberapa segi

yaitu: motif, kepercayaan, perhatian, kebiasaan dan lain sebagainya.?
Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah suatu hal yang dilakukan dengan cara
penelusuran atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan
dengan masalah yang dibahas, contohnya seperti beberapa literature,

buku, ataupun jurnal.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah prosedur pengolahan serta
analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan, contohnya
penelilitian kuantitatif maka, data yang diuraikan dalam bentuk angka
dan table. Sedangkan pada penelitian kualitatif data tersebut diuraikan
dalam wujud membentuk kalimat yang runtun, teratur, logis, efektif dan
tidak tumpang tindih. Sehingga hal ini memberi pemahaman yang
mudah dan interpretasi data. Tahapan pengolahan data adalah tahapan
yang sangat penting dalam statistic, alasanya adalah ketepatan dalam
mengolah data yang tepat maka akan menghasilkan kesimpulan yang

tepat pula.?? Tahapan Teknik pengolahan data terdiri dari:

2 1bid.,173.

22 Hasnidar, Tasnim, samsider Sitorus, DKk , Ilmu Kesehatan Masyarakat, (Medan: Yayasan Kita Menulis,2020),

57.

16



1)

2)

3)

4)

2 1bid., 58.

Editing adalah aktivitas memeriksa data yang telah terkumpul
dari kemungkinan terdapat suatu kesalahan dalam pengisian
data. Apabila terdapat kesalahan data seperti kesalahan dalam
pengisian data ataupun kurangnya kelengkapan data. Saat
ditemukan adanya kesalahan tersebut maka, peneliti perlu
melakukan konfirmasi kepada responden yang bersangkutan.
Selanjutnya pada tahapan ini peneliti dapat memastikan data
tersebut sudah benar dan lengkap.?

Clasifiying, adalah proses pengelompokan data yang
didapatkan dari hasil wawancara atau observasi, selanjutnya
dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan
sub-sub yang telah ditentukan.

Veryving yaitu memeriksa Kembali data yang telah terkumpul
untuk mendapatkan keabsahan data tersebut. Fungsi dari
veryving yaitu agar proses analisis benar-benar baik, karena
data yang sudah didapatkan telah diverifikasi terlebih dahulu.
Analyzing yaitu suatu cara untuk menganalisis data yang
diketahui kebenarannya setelah data tersebut diterima dari
narasumber dan setelah dikelompokkan sesuai sub
pembahasan dan telah melalui pemeriksaan Kembali data-data
tersebut oleh peneliti, maka dari itu data yang terkumpul harus

dianalisis lebih rinci untuk mengetahui kebenarannya.
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5) Concluding yaitu hasil dari proses penelitian. Dalam hal ini
peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah
diperoleh dari semua proses penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data selanjutnya yaitu analisis data.
Analisis data adalah suatu hal yang dilakukan untuk membuat kesimpulan dari
semua data-data yang telah terkumpul. Pada tahapan Teknik analisis data

dimulai dari hal yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks.
J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan serta pemahaman yang lebih sistematis,
supaya mudah dipahami permasalahan dalam penelitian ini maka disusunlah bab-

bab yang didalamnya terdapat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, dalam Bab ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat latar
belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisikan kajian teori, yang saling berkaitan dengan
konsep hukuman dalam hukum pidana islam dan hukum positif yang memiliki

peran hukum, jenis hukum serta tujuan hukum.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas mengenai data pemetaan yang ada di
lapangan, seperti gambaran umum lembaga pemasyarakatan perempuan klas 1A
Malang meliputi, letak geografis beserta keadaannya,visi misi, kondisi narapidana,

jenis kegiatan narapidana. Selain itu juga membahas mengenai display data dan
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analisis dari pemenuhan hak-hak anak dari lembaga pemasyarakatan perempuan

klas 1A Malang

Bab keempat, bab ini adalah bab inti dari penelitian, karena dalam bab ini
akan memberi penjelasan tentang tinjauan hukum pidana islam dan UU No.35
Tahun 2014 tentang pengasuhan anak yang turut serta bersama ibunya menjalani
pidana penjara di lembaga pemasyarakatan perempuan klas I1A malang serta
menjelaskan mengenai Hak-hak anak berdasarkan undang-undang No.35 Tahun

2014 tentang perlindungan anak.

Bab kelima, pada bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan.
kesimpulan ialah jawaban yang diperoleh dari pokok masalah yang telah dikaji dari
bab-bab sebelumnya. Selain itu dalam bab ini juga menerangkan mengenai suatu
saran yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu hukum, lebih Khususnya hukum

pidana islam.
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BAB Il
KAJIAN TEORI

A. PEMENUHAN HAK ANAK YANG TURUT SERTA BERSAMA IBUNYA
MENJALANI PIDANA PENJARA DI LAPAS PEREMPUAN KLAS 1A
MALANG

1.

Pengertian Pidana Penjara

Kata “penjara” secara etimologi berasal dari bahasa jawa yang dikenal
dengan kata “penjoro” yang artinya taubat atau jera. Penjara adalah tempat yang
dipandang sebagai tempat penjeraan bagi setiap orang yang melakukan suatu
kejahatan.! Di indonesia awal mula ditetapkan pidana penjara yaitu saat
diberlakukan KUHP pada tanggal 1 Januari 1918. Sebelum ditetapkannya
pidana penjara, hanya terdapat dua hukuman pidana di indonesia yaitu, pidana
denda dan pidana badan.? Menurut salah satu tokoh yang bernama Teguh
Prasetyo, pidana penjara merupakan bentuk dari pidana perampasan
kemerdekaan. Secara umum, system dalam pidana penjara terbagi menjadi 3

macam:

Yang pertama, “Pensylvanian system”: dalam system ini para terpidana
dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Terpidana tidak dapat menerima tamu baik
dari luar ataupun dari sesama narapidana lainya, selain itu, ia juga tidak
diperbolehkan bekerja di luar sel. Jadi, satu-satunya pekerjaannya adalah
membaca buku suci yang diberikan petugas. Karena tata cara pelaksanaannya
dilakukan pada tiap sel maka dari sinilah disebut dengan Celluaire System.

Selanjutnya, “Alburn system”: dalam system ini narapidana dimasukkan sel

1 1 Wayan Putu Sucana Aryana, “Efektivitas pidana penjara dalam membina narapidana”, DIH Jurnal Iimu
Hukum, Vol, 11, No.21, (Pebruari, 2015), 40.

2 Dede Kania, “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Yustisia Vol.3, No. 2, (Mei-
Agustus 2014), 20.
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secara individu dan terpisah pada saat malam hari. Pada siang hariinya terpidana
diharuskan untuk bekerja dengan sesama narapidana lain, namun tidak
diperbolehkan saling berbicara. System ini disebut dengan Silent System. Yang
terakhir, “Progressive system”: tata cara pelaksanaan pada system ini dilakukan

secara bertahap, dan dikenal dengan ire system.®

Namun, di negara Indonesia tidak menganut secara tegas dari salah satu
ketiga system kepenjeraan diat as. Upaya-upaya perbaikan mengenai fungsi-
fungsi pidana penjara selalu dilakukan.pada tahun 1918 mulai diterapkan
“Reglemen Penjara Baru”. Relegmen atau peraturan tersebut, menjadi suatu
keharusan dalam menyusun relegmen penjara baru yang mengatur bagaimana
setiap narapidana wajib diperbaiki untuk menjadikan narapidana tersebut
menjadi manusia yang susila. Dari perbaikan-perbaikan yang terus berkembang
hal ini menghasilkan suatu peningkatan kesadaran akan perlindungan hak asasai

manusia.*

a. Pengaturan Pidana Penjara Dalam KUHP
Pengaturan pidana penjara telah diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 10
KUHP, di dalam pasal tersebut terdapat macam-macam pidana yang
diterapkan di Indonesia yaitu:
1) Pidana pokok
a) Pidana mati
b) Kurungan
c) Pidana penjara

d) Pidana tutupan

3 Teguh prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2017), 120.
41 Wayan Putu Sucana Aryana, Efektivitas pidana penjara dalam...,41.
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e) Denda
2) Pidana tambahan
a) Pencabutan hak-hak tertentu
b) Pengumuman putusan yang dijatuhkan hakim

c) Perampasan barang tertentu

Selama ini pidana penjara menjadi salah satu jenis sanksi yang paling
sering diterapkan dalam perundang-undangan, menurut Dwidja Priyanto,
sebanyak 395 kejahatan dan lebih dari 67,29% data yang membuktikan bahwa
pidana penjara adalah jenis pidana yang paling banyak diterapkan pada KUHP.
Namun, tidak ada alasan yang tepat untuk dijadikan dasar ditetapkannya pidana
penjara sebagai salah satu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi suatu
kejahatan. Selama ini kebijakan criminal hanya menganggap wajar atas
penggunaan pidana penjara dan sanksi hukum terhadap seorang yang

melakukan pelanggaran.®

Menurut Gargi Roy, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak
pidana merupakan hal yang adil dalam berbagai perspektif teori pemidanaan.
Namun disisi lain hal ini tetap harus dipertimbangkan pula sisi keadilan dan
manfa’at dari bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak
pidana untuk menghindari suatu pemidanaan yang dijatuhkan melanggar HAM
si pelaku kejahatan itu sendiri. Adapun dampak negative dari system pembinaan

dalam pidana penjara yang dialami para narapidana, yaitu :

1) Secara sosiologis pidana penjara menjadikan seorang terpidana terpisah

dengan keluargannya. Dan apabila status dari narapidana tersebut sebagai

® Dede Kania, Pidana Penjara Dalam..., 21.
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kepala keluarga yang memiliki kewajiban memberi nafkah anak dan
istrinya, yang mana pada sebelumnya ia yang menanggung nafkanya.

2) Di dalam penjara mungkin system pembinaan dalam tiap-tiap penjara
belum dapat berjalan dengan baik, masih banyak ditemukan pada
beberapa LAPAS terdapat suatu kelompok yang sering memeras
kelompok lainnya, bertindak kasar maupun berkelahi.

3) Pada saat narapidana keluar dari penjara, hal ini justru membuat
masyarakat takut dan tidak mau menerima kembalinya mantan
narapidana, dengan alasan, mantan narapidana tersebut akan mengulangi
kejahatnnya Kembali. Sehingga menimbulkan suatu labelling atau
pengecapan mantan napi dengan sebutan penjahat. Dalam hal
menimbulkan dampak dari mantan narapidana kesulitan dalam
mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya Kembali. Dan hal
inilah yang mengakibatkan narapidana mengulangi Kembali kejahtannya

“residivist”.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga dan
masyarakat juga memiliki peran penting untuk menghindari terjadinya dampak-
dampak negative tersebut yaitu dengan cara mau menerima kembali mantan
narapidana dilingkungan masyarakat, serta dari salah satu masyarakat ada yang
mewakili untuk memberikan sosialisasi atau pengajaran kepada anggota

masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan lainnya.®

® 1bid., 25.
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Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan pidana penjara telah mengalami
pembaharuan dalam hukum pidana sebagaimana telah dikemukakan oleh

Bambang Poernomo yaitu:’

a. Pidana akan tetap menjadi pidana dan akan terus berorientasi kedepan
dengan cara melalui usaha dalam arah pemasyarakatan, sehingga tidak
sekedar pidana perampasan kemerdekaan saja, tetapi mengandung suatu
upaya yang bersifat baru

b. Dengan sistem pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana penjara harus
tetap memperhatikan aspek dari perbuatan yang melanggar hukum dan
aspek manusiannya sekaligus menunjukkan dengan dasar teori
pemidanaan, serta memperlakukan narapidana sebagai manusia meskipun
telah melanggar hukum

c. System pemasyarakatan yang digunakan sebagai proses hubungan
interrelasi, interaksi dan integritas kepada komponen petugas, komponen
masyarakat serta budaya sekitar dan juga penegak hukum yang
menyelenggarakan proses pembinaan, dengan potensinya untuk membantu
pembinaan sesuai dengan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

d. Pemasyarakatan berperan sebagai metode yang memiliki tata cara yang
telah direncanakan sebagai penyelenggara pembinaan atau suatu bimbingan
tertentu demi kepentingan masyarakat dan individu narapidana yang
bersangkutan melalui berbagai upaya remisi, integrasi, asimilasi, cuti, lepas
bersyarat, program Pendidikan, dan keterampilan yang relasinya menjadi

indicator dari pelaksanaan pidana penjara dengan system pemasyarakatan.

7 Rifanly Potabuga, “Pidana Penjara Menurut KUHP”, Lex Crimen Vol.1, No.4, (Oktober -Desember 2012),90.
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e. Upaya pembinaan bagi narapidana, seperti cuti dan remisi, sebaiknya
dikembangkan lebih efektif, dikarenakan bukan hanya pemberian
kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, namun sebagai indicator awal
pembaharuan pidana penjara yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar
narapidana dapat menyadari makna dari pembinaan melalui system
pemasyarakatan.

f.  Pokok pikiran dari pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan
system pemasyarakatan masih belum mendapatkan dukungan dari kekuatan
hukum undang-undang.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia atau sering disebut dengan HAM adalah terjemahan
dari istilah prancis droit del’homme” yang artinya hak-hak manusia, sedangkan
dalam Bahasa inggris disebut “human rights”. Hak asasi manusia adalah hak
yang telah melekat pada diri manusia sejak ia lahir atupun masih dalam
kandungan. Maka dari itu setiap warga negara mempunyai hak utama dan

mendasar yang wajib dilindungi serta dijamin oleh negara ataupun pemerintah.®

Menurut pandangan para ahli terdapat dua teori mengenai HAM yaitu,
berdasarkan teori natural right dan cultural relativism. Menurut teori natural
right, HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sampai manusia itu
meninggal. Sedangkan menurut teori cultural relativism, HAM itu tergantung

pada manusia sebagai makhluk yang memiliki budaya, dapat bersosialisasi,

8 Ni Ketut Sri Utari, et al. “Buku Ajar Hak Asasi Manusia”, (Skripsi,-- Fakultas Hukum Udayana, Denpasar,
2016), 13.
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serta memiliki perbedaan tradisi dan peradaban yang mana didalamnya

terkandung berbagai pandangan yang berbeda.®

Menurut salah satu tokoh C. de Rover, pengertian HAM adalah sebagai
hak hukum yang dimiliki setiap umat manusia. Hak — hak tersebut sifatnya
adalah universal dan dimiliki oleh setiap orang, baik manusia tersebut dalam
kondisi kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Namun, tidak dapat
dipungkiri apabila suatu saat hak-hak tersebut dilanggar namun hal tersebut
tidak pernah dihapuskan. HAM termasuk dalam hak hukum yang artinya hak

tersebut merupakan hukum.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun manusia
terlahir dengan jenis kelamin, warna kulit, budaya, agama dan kewarganegaraan
yang berbeda-beda, maka ia tetap memiliki hak-hak yang sama. Sifat inilah
yang disebut dengan sifat universal, dari hak-hak tersebut juga tidak dapat
dicabut, artinya, seburuk apapun tindakan ataupun perbuatan yang telah
dilakukan seseorang, maka ia tetap akan menjadi manusia karena hal tersebut

telah melekat pada dirinya sebagai manusia.

Hak asasi manusia pertama kali diterapkan secara resmi yaitu pada saat
PBB (piagam perserikatan bangsa-bangsa) di san Francisco Tanggal 25 juni
1945 bagian pembukaan pasal layat (3), pasal 13 (1b), pasal 55 (c) , pasal 62
ayat (2), pasal 68, dan pasal 76 (c). Adapun istilah-istilah yang telah dibahas

sebelumnya yaitu istilah Human Rights, Fundamental Right, dan Basic Rights

® Moh. Bagus dan Siti Partiah, “Relevansi Hak Asasi Manusia dengan Teori Ahliyyah ”, Al-Qaniin, Vol. 23, No.
1, (Juni 2020), 114.
10 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP, (Jakarta: Kencana,2017),

115.

1 Philip Alston dan Franz Magnis suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, (Y ogyakarta: PUSHAM UII,2008), 11.
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merupakan istilah yang memiliki pengertian berbeda yang akan dijelaskan

sebagai berikut:

a. Human Rights

HAM dikatakan universal karena hak-hak ini termasuk bagian dari

eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan suatu perbedaan

yang diyakini seseorang dengan orang lainnya. hak tersebut telah melekat

karena kodratnya lahir sebagai manusia. Selain unsur universal dan melekat

terdepat beberapa prinsip dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam

menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia:*?

1.

o

Equality atau kesetaraan, merupakan ekspresi dari konsep untuk
menghormati manusia sebagai makhluk yang merdeka, memiliki derajat
yang sama dalam harkat dan martabatnya.

Indivisibility, HAM memiliki sifat yang menyatu tidak dapat terpisah
termasuk yang didalamnya menyangkut seperti, hak sipil, hak politik,
sosial budaya dan juga hak kolektif lainnya.

Interdependence, yaitu saling bergantung yang menunjukkan bahwa
setiap pemenuhan suatu hak asasi manusia itu bergantung pada
pemenuhan hak lainnya, baik Sebagian ataupun seluruhnya.

Non discrimination, dalam hal ini HAM menunjukkan tidak seorangpun
dapat ditindas atau ditiadakan eksistensinya dalam hal latar belakang,
jenis kelamin, warna kulit, agama, ras dan lain sebagainya.
Responsibility atau tanggung jawab, dalam hal ini ditegaskan setiap

negara, individu, korporasi ataupun organisasi-organisasi dan lain

2 Muhammad Ashiri, Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar, (Makassar: CV. Social Politik

Genius, 2018), 2.
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sebagainnya wajib bertanggung jawab dalam perlindungan dan

pemenuhan HAM,

b. Fundamental Right

Salah satu kategori khusus yang dimiliki hak asasi manusia adalah
hak fundamental, yang didalamnya mengandung hak-hak dasar yang dijamin
oleh setiap orang pada waktu dan dalam keadaan apapun. Seperti halnya pada
keadaan perang, kepentingan umum ataupun keadaan darurat lainnya. Salah
satu tokoh Theodoor Van Boven mengatakan, hak fundamental adalah hak
yang bersifat “supra-positif”’. Alasan tersebut dikarenakan keabsahan hak-
hak fundamental bukan bergantung pada penerimaan hak-hak tersebut dalam
lapangan ilmu hukum, melainkan dalam penerimaan hak-hak tersebut
didasari adannya komunitas masyarakat international. Selain itu, hal ini juga
berberan penting dalam system perlindungan HAM yang bertujuan untuk
mencegah terjadinnya pelanggaran HAM yang digunakan dengan alasan

keadaan darurat. 13

. Basic Rights

Basic Right termasuk penamaan HAM yang terdiri dari dua Kriteria.
Yang pertama yaitu kriteria mengenai apa yang paling penting bagi manusia
seperti keinginan ataupun kebutuhannya. Sedangkan kriteria yang kedua
membahas mengenai HAM pokok mana yang secara strategis diperlukan
agar HAM yang lainnya juga dapat dilindungi.

Salah satu tokoh Henry Shue mengatakan, hak dasar adalah hak yang

diperlukan sebagai dasar adanya hak lain dalam artian bahwa eksistensi hak

13 1bid., hIm 6.
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tersebut mutlak untuk dapat dinikmati dengan hak-hak lain. Salah satu
contoh: jika seseorang mempunyai hak untuk berserikat atau berkumpul,
maka orang tersebut tidak hanya memiliki hak untuk berserikat saja tetapi, ia
juga dapat merasakan adanya kebebasan tersebut dalam perserikatannya.
Dengan demikian basic right atau hak dasar adalah hak yang menjadi

prioritas mutlak dalam masyarakat. 1*

d. Pengertian HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999

HAM atau singkatan dari Hak Asasi Manusia adalah seperangkat Hak
yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
serta Anugerah-Nya yang wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dijunjung
tinggi oleh setiap orang, negara, hukum, dan pemerintah sesuai dengan
harkat, martabat manusia.’®Negara Republic Indonesia telah mengakui dan
menjunjung tinggi HAM serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang
kodrati, dan melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipisahkan dari
manusia. Hak — hak tersebut berupa, hak untuk hidup, hak mendapatkan
kebebasan pribadi, hak tidak disiksa,hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
beragama, hak untuk mendapatkan perlakuan dan mendapatkan pengakuan
yang sama dimuka hukum, hak tidak dituntut atas hukum yang berlaku

surut.'®

4 1bid., 8.
15 1bid., 18.

16 Indonesia (3), Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Nomor 39 Tahun 1999, LN No. 165, TLN Nomor

3886, Jakarta.
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3. Hak-Hak Anak

Menurut aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah
SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan
negara, dari hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang memiliki
status sosial yang lebih rendah dari masyarakat lingkungan tempat ia
berinteraksi. Jadi anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan
kodrati dari anak itu sendiri.!” Menurut undang-undang Republik Indonesia No.
4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan bahwa, yang dikatakan
anak adalah seseorang yang masih berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah
kawin.*® Dalam system hukum di indonesia pengertian atau definisi dari anak
belum ditemukan kesamaannya, dapat dilihat pada peraturan perundang-
undangan yang menjelaskan bahwa batasan usia anak berbeda. Jadi dari
berbagai pengertian tentang anak sebelumnya dapat diambil suatu benang
merah yang dapat menggambarkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan anak

dan seperti apa akibat yang didapatkan sebagai penyandang gelar anak.*®

Selain itu, anak juga termasuk bagian dari warga negara yang
mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Hak-hak anak adalah
salah satu hal yang berperan penting terhadap tumbuh kembang anak. Sebagai
orang tua ataupun masyarakat terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
mengenai pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak. Pada masa
tumbuh kembangnya, anak sangat perlu diperhatikan segala macam

kebutuhannya, kesejahteraan yang didapatkan anak tergantung dari

17 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak:
Jurnal”, Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No. 2, (Juli-Desember 2016), 252.

18 Indonesia (4), Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak, Nomor 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979,
TLN No. 3143, Jakarta.

19 Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan..., 252.
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terpenuhinya atau tidak segala hak-haknya dan kebutuhan hidup anak. Adapun
pengertian lain dari hak anak yaitu, hak anak adalah hak dasar yang harus
diberikan dan didapatkan oleh anak yang masih berusia dini ataupun remaja
yang menginjak usia 12 sampai 18 tahun. Setiap anak berhak untuk
mendapatkan hak-hanya, baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah

tidak mempunyai orang tua dan anak terlantar sekalipun.?°

1. Hak Anak Menurut KHA (Konvensi Hak Anak)

Hak anak juga diatur dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi
dalam Kepres No. 36 Tahun 1997, yang terdiri dari 10 Hak Mutlak Anak
yaitu ;2

a. Hak gembira, setiap anak memiliki hak untuk merasa gembira

(bahagia), karena kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

b. Hak memperoleh nama, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan

nama sebagai identitas anak

c. Hak mendapatkan perlindungan, setiap anak memiliki haknya untuk

dapat dilindungi dari segala tindak kekerasan ataupun penganiayaan

d. Hak Pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan yang

layak.

e. Hak atas kebangsaan, setiap anak berhak untuk diakui sebagai warga

negara dan memiliki kebangsaan, karena anak tidak boleh tanpa

memiliki kebangsaan (apatride).

20 Anissa Nur Fitri, et al, Perlindungan “Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”,
PROSIDING KS: RISET & PKM, Vol. 2, No. 1, 46.

2 1bid., 46.
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f. Hak mendapatkan makanan, setiap anak berhak untuk memperoleh
makanan untuk tumbuh dan berkembang serta untuk
mempertahankan hidup.

g. Hak Kesehatan, setiap anak berhak mendapatkan pelayanan
Kesehatan yang baik, tanpa adanya diskriminasi dan anak harur
dilayani dalam Kesehatan.

h. Hak atas kesamaan, setiap anak berhak untuk diperlakukan sama
dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindakan yang mendiskriminasi.

i. Hak rekreasi, Setiap anak memiliki hak untuk rekreasi (refreshing),
selain itu anak juga harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi
yang mereka inginkan.

J. Hak untuk berperan dalam pembangunan, setiap anak berhak terlibat
dalam suatu pembangunan negara, karena anak merupakan masa

depan bangsa.

Selanjutnya terdapat 4 dasar hak- hak anak yang diatur dalam konvensi

hak anak:22

a. Hak Hidup (Survival Rights)

Hak hidup adalah hak yang telah berlaku semenjak anak masih
dalam kandungan, yang termasuk dari hak hidup yaitu seperti,
memberikan gizi pada saat anak sejak masih dikandung, memeriksakan

kandungan, serta memberi rangsangan-rangsangan kepada janin. Selain

2 Laurensius Arliman, Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana,(Yogyakarta: Cv Budi
Utama,2015), 11.
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itu jika anak sudah lahir maka ia berhak untuk dipertahankan hidupnya

(the right of life).
b. Hak Tumbuh Kembang (Development Right)

Anak wajib diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh
dan berkembang, seperti halnya mendapatkan pengasuhan yang baik,
Pendidikan yang layak, ASI (Air Susu lbu), imunisasi dan lain
sebagainya. Selain dari segi fisik, segi psikisnya pun perlu diperhatikan,
contohnya seperti memberikan rasa aman, nyaman, situasi lingkungan
yang kondusif, menjauhkan anak dari hal yang membahayakan, serta

makanan yang aman bagi perkembangannya.

c. Hak Perlindungan (Protection Right)

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari
diskriminasi, keadan darurat, tindak kekerasan dan penelantaran
terhadap anak yang sudah tidak memiliki orang tua ataupun
keluarga.

d. Hak Partisipasi (Participation Rights)

Anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat serta dapat
menentukan pilihan untuk hidupnya. Dalam keluarga anak
diupayakan sering berbicara, supaya anak memiliki hak suara dan
rasa berani menyampaikan hal-hal yang diinginkan. Sehingga setiap

anak dapat berpartisipasi tanpa ada halangan dari orang lain.??

2 1bid., 12.
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2. Hak Anak Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia.

Hak anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
diatur dalam pasal 52-66. Dalam undang-undang hak asasi manusia ini,
hanya menyantumkan ketentuan mengenai kewajiban dasar manusia secara
menyeluruh dan tidak mencantumkan mengenai kewajiban anak secara

terperinci.?

a. Pasal 52 ayat (1) dan (2) : Setiap anak berhak untuk mendapatkan
perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Serta
hak anak adalah hak asasi manusia untuk dapat diakui dan dilindungi
oleh hukum bahkan sejak ia masih dalam kandungan.

b. Pasal 53 ayat (1) dan (2) : Setiap anak sejak dalam kandungan,
berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya serta
meningkatkan taraf kehidupannya. Anak juga berhak untuk
mendapatkan nama sebagai status kewarganegaraan.

c. Pasal 53: Setiap anak yang menderita cacat mental berhak untuk
mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus
yang dibiayai negara, untuk menjamin kehidupannya terpenuhi
sesuai martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan
mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara.

d. Pasal 54 ayat (1) dan (2) : Setiap Anak memiliki hak untuk

mengetahui siapa orang tuannya, dibesarkan dan diasuh oleh kedua

24 Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan..., 255.
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orang tuannya sendiri. Dalam hal orang tua apabila tidak mampu
membesarkan dan mengasuh anak dengan baik sesuai undang-
undang, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat oleh orang
lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57, ayat (1), (2) dan (3): Setiap anak memiliki hak untuk
dibesarkan, dirawat, dipelihara, dididik dan dibimbing
kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai anak dewasa,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Setiap anak juga berhak untuk mendapatkan orang tua
angkat atau wali sesuai putusan pengadilan apabila kedua orang
tuanya telah meninggal atau karena alasan yang sah tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Orang tua angkat/wali
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan
kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Setiap anak memiliki hak untuk
mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan
fisik atau mental, penelantaran dan pelecehan seksual selama dalam
pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang
bertanggung jawab. Dalam hal orang tua, wali ataupun pihak lain
yang bertanggung jawab melakukan segala bentuk penganiayaan,
maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

. Pasal 59 ayat (1) dan (2) :Setiap anak memiliki haknya untuk tidak
dipisahkan dari orang tuanya, kecuali ada alasan yang sah. Hak anak
untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan

orang tuannya tetap dijamin oleh undang-undang.
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h. Pasal 60 ayat (1) : setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan.
Setiap anak juga berhak untuk mencari, menerima dan memberikan
informasi sesuai tingkat intelektualitas dan usianya.

i. Pasal 61 ayat (1) : setiap anak memiliki hak untuk beristirahat,
bergaul dengan anak lainnya dan berkreasi sesuai minat dan bakat
demi pemngembangan dirinya.

j. Pasal 62 ayat (1) : setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan
pelayanan Kesehatan yang layak.

k. Pasal 63 ayat (1) : setiap anak memiliki hak untuk tidak dilibatkan
dalam peperangan atau peristiwa yang mengandung kekerasan.

I. Pasal 64 ayat (1) : setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan
perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi atau Yyang
membahayakan dirinya.

m. Pasal 65 ayat (1) : setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan
perlindungan dari kegiatan eksploitasi, penculikan serta dari
berbagai bentuk kejahatan dan penyalah gunaan narkotika.

n. secara khusus dalam pasal 66 undang-undang No. 39 tahun 1999
membahas mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum,
yaitu:?®

0. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi

p. Anak berhak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman

seumur hidup

%5 Indonesia (5), Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia, Nomor 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999,
TLN No. 3886, Jakarta.
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. Anak memiliki hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara

melawan hukum

Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara anak hanya dapat
diterapkan sebagai upaya akhir

Anak vyang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk
diperlakukan  secara  manusiawi, dengan  memperhatikan
pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan
dengan orang dewasa

Anak memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan

lainnya secara efektif

. Anak memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di

depan pengadilan anak yang obyektif serta tidak memihak dalam

sidang yang dilaksanakan tertutup untuk umum.

. Anak yang cacat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan khusus

untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan.

. Setiap anak berhak mendapatkan bantuan dan pelayanan tanpa

membedakan jenis kelamin, agama, dan status sosial.?®

3. Hak-hak Anak Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak :

a. Pasal 1 ayat (12), Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia

yang wajib dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga,

masyarakat ataupun negara dan pemerintah.

% Angger Sigit Pramukti,& Fuady Primaharsya, Sisitem Peradilan Piadana Anak, (Yogyakarta: Medpress Digital,

2014),12.
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. Pasal 6 , Anak memiliki hak untuk beribadah menurut agama yang

diyakininya, berekspresi, dan berpikir sesuai dengan tingkat
kecerdasan dan usiannya.

Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3), anak memiliki hak untuk mendapatkan
Pendidikan dan pengajaran, serta mendapatkan perlindungan di
satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang
dilakukan oleh pendidik, peserta didik dan/atau pihak lain. Selain
itu, anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan
Pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan memiliki
hak untuk memperoleh pendidikan khusus.

. Pasal 12, Anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan
rehabilitasi dan bantuan sosial

Pasal 14 ayat (1), Anak memiliki hak untuk mendapatkan
pengasuhan dari orang tuanya, kecuali ada alasan dan/atau aturan
yang sah dapat dipisahkan demi kepentingan terbaik bagi anak.
Pasal 15, Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan
perlindungan dari: penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan
sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan, unsur kekerasan
dan kejahatan seksual.

. Pasal 20, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan juga orang
tua wajib dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak.

. Pasal 21 ayat (1), Negara, pemerintah dan pemerintah daerah
memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati

pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis
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kelamin, etnik budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran serta

kondisi fisik dan/atau mental anak.

B. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG PENGASUHAN ANAK YANG TURUT SERTA BERSAMA
IBUNYA MENJALANI PIDANA PENJARA
1. Pengertian Fikih Jinayah

Fikih jinayah berasal dari dua kata yaitu “Fikih” dan “jinayah”. Fikih
secara bahasa berasal dari lafal fagiha - yafgahu - faghan yang artinya mengerti
atau paham. Menurut Abdul Wahab Khallaf pengertian fikih Secara istilah
yaitu “Fikih ialah ilmu yang membahas tentang hukum syara“ yang sifatnya
praktis dan berasal dari dalil-dalil yang telah terperinci dengan baik. Sedangkan
secara terminologisnya yang dikemukakan oleh ibnu qudamah jinayah diartikan
suatu perbuatan yang termasuk permusuhan atau serangan terhadap jiwa dan
juga harta. Dengan demikian pengertian fikih jinayah adalah ilmu yang
membahas mengenai hukum syara’ (hukum islam) yang berkaitan dengan
masalah perbuatan yang dilarang berupa sanksi atau hukumannya diambil dari

dalil-dalil yang terperinci.?’

a. Objek Pembahasan Dari Fikih Jinayah
Secara garis besar objek pembahasan fikih jinayah adalah hukum shara’
yang kaitannya dengan tindak pidana (jarimah) serta hukumannya (uqubah).
Adapun tindak pidana di sini maksudnya adalah perbuatan yang dilarang
oleh shara’ yang ancaman hukumannya meliputi hukuman hadd, gishas dan

ta zir. Sedangkan hukuman atau al-‘Uqubaah adalah sanksi pidana

27 Islamul Hag, Figh Jinayah, (Sulawesi selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 7.
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mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan ataupun tindakan criminal.
Pengertian hukuman disini juga tidak jauh berbeda dengan pengertian
hukuman dalam pidana umum bahwa hukuman adalah suatu penderitaan
yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang
dilarang.?®

Macam-macam jarimah dan ‘Uqubah dalam hukum pidana islam yaitu:

jarimah hudud, jarimah gishas atau diyat, dan jarimah ta zir. Sedangkan

macam- macam ‘Uqubah terbagi menjadi 2 macam yaitu: Hukuman pokok
(‘Uqubah Ashliyah), hukuman pokok adalah hukuman yang ditetapkan
mengenai tindak pidana yang sifat hukumannya asli. Seperti hukuman
gisash untuk tindak pidana (jarimah) pembunuhan, hukuman dera 100 kali
untuk jarimah zina dan hukum potong tangan untuk jarimah pencurian.
Sedangkan yang ke 2 (dua) hukuman pengganti adalah hukuman yang
sifatnya mengikuti hukuman pokok. Apabila hukuman pokok tidak dapat
terlaksana karena adanya alasan yang sah, maka hukuman diyat (denda)
adalah hukuman pengganti yang diterapkan dari hukuman gishas.
b. Jarimah Ta’zir

Secara terminologi fa’zir berasal dari kata “azzar” yang artinya
mencegah dan menghormati secara bahasa pengertian ta’zir ialah “fa’dib”
yang berarti memberi pelajaran. Menurut sayid sabiq, ta’zir adalah hukuman
yang tidak ada ketentuannya di dalam nas, ta’zir merupakan kebijakan
pemerintah.?® Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman ta’zir

adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ untuk wewenang dalam

28 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya:Pustaka Idea,2015), 5.
29 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group,2019), 12.
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menetapkan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Jarimah
ta’zir dalam islam sepenuhnya diserahkan kepada hakim islam, namun hal
ini tetap memperhatikan hukum pidana yang sudah positif. Selain itu,
jarimah ta’zir di dalam al-qur’an dan hadits tidak menjelaskan secara rinci
baik dari segi bentuk jarimah ataupun hukumannya, yang menjadi dasar
disyariatkanya jarimah bagi pelaku ta’zir ialah “at-ta’zir yadrru ma’a
maslahah” yang artinya, dasar dari hukuman ta’zir pada pertimbangan
kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam
masyarakat. >

c. Macam- macam Jarimah Ta’zir
Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan badan diantaranya seperti:
1) Hukuman mati

Dalam jarimah ta’zir hukuman mati telah diterapkan oleh para
fugaha secara beragam. Hanafiah memperbolehkan para ulil amri untuk
dapat menerapkan hukuman mati sebagai sanksi ta’zir dengan ketentuan
apabila jarimah tersebut dilakukan secara berulang-ulang maka dapat
dijatuhi hukuman mati. Contohnya seseorang melakukan pencurian
setelah orang tersebut mendapatkan sanksi atas perbuatannya namun
orang tersebut melakukan pencurian lagi, maka disinilah yang disebut

dengan jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu,

%0 Lailatul Mas Ula, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan
Memberatkan” ,(Skripsi,-- UINSA, Hukum Pidana Islam, Surabaya), 21.
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hukuman mati sebagai sanksi ta’zir merupakan suatu pengecualian

sehingga hukuman mati perlu dibatasi dan tidak boleh diperluas. 3!

2) Hukuman jilid (dera)

Alat yang digunakan dalam hukuman jilid tidak lain adalah
cambuk atau tongkat. Menurut hanafiyah, hukuman jilid sebagai sanksi
ta’zir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam hadd, hal ini
bertujuan agar dengan ta’zir orang yang dihukum menjadi jera, karena
hukuman jilid dalam ta’zir jumlahnya lebih sedikit daripada hadd.
Adapun ketentuan lain dari hukuman jilid pada sanksi ta’zir yaitu,
hukumannya tidak diperbolehkan kearah wajah, fajri, perut, dada dan

kepala melainkan hanya diperbolehkan pada bagian punggung.
Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan seseorang:
1) Hukuman Penjara

Istilah penjara dalam bahasa arab disebut dengan Al-Hasbu yang
berarti mencegah atau menahan. Menurut ibnu al gayyim, al- hasbu
adalah menahan seseorang agar orang tersebut tidak melakukan
perbuatan yang melanggar hukum, baik menahannya di rumah, di

masjid ataupun tempat lain.
2) Hukuman Pengasingan

Hukuman Pengasingan merupakan hukum had, namun
dalam praktiknya hukuman pengasingan juga diterapkan sebagai

hukuman ta’zir. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hukuman

81 Zahratul Idami , “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta’zir
Macamnya Dan Tujuannya”, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 10 No.1 (Januari-Juni 2015), 32.

42



pengasingan (buangan) salah satu contohnya yaitu orang yang
berperilaku mukhannats atau sering dikenal dengan “Waria”,
Hukuman ini dijatuhkan jika perbuatan pelaku dapat mempengaruhi
orang lain (menjalar) atau membahayakan dan merugikan orang

lain.

3) Hukuman ta’zir dalam bentuk lain

a) Peringatan dan dihadirkan di muka sidang

Peringatan dapat dilakukan dirumah dan dipanggil ke
pengadilan. Pelaksanaan peringatan pertama yaitu petugas
pengadilan yang mendatangi rumah pelaku. Sedangkan
peringatan yang kedua pelaku harus hadir ke pengadilan untuk

mendapatkan peringatan langsung dari hakim.

b) Pengucilan

Pengucilan atau Alhajru adalah bentuk larangan
berhubungan dengan si pelaku jarimah serta melarang
masyarakat untuk tidak berhubungan dengannya. Dasar dari
sanksi pengucilan yaitu dalam al-qur’an surat An-nisa’ ayat 34 :
“wanita-wanita yang kamu khawatir nuyzuznya maka nasehatilah

mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka”.

c) Celaan
Para ulama’ memberikan sanksi ta’zir berupa celaan ini
kepada sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar
pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya. Hal ini

sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “Wahai Abu Dzar
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engkau telah menghina ia dengan menjelek-jelekkan ibunya,
engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat masa
jahiliyah”
2. Pengertian Fikih Hadhanah
Dalam ilmu fikih islam istilah “hadhanah” dikenal dengan arti
pengasuhan anak. Kata hadhanah berasal dari bahasa arab yaitu “hadhanah-
yahdun-hadnan” yang berarti mengasuh anak, memeluk anak atau pengasuh

anak (hadhinatun). Dalam kitab Al-Musthalahat Al-Fighiyyah, yang berasal

dari kata ;2> dengan fathah “ha” merupakan mashdar dari kata “hadhana

yahdhunu” yang berarti mengasuh atau memelihara anak bayi. Adapun
hadhanah menurut istilah yaitu pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri
sendiri untuk mengurus dirinya, belum bisa memberikan pendidikan, serta
belum dapat melindungi diri sendiri dari suatu hal yang membahayakan.?
Dalam hal pemeliharaan anak tugas dari orang tua adalah bertanggung
jawab untuk mengawasi, mencukupi kebutuhan hidup anak, serta memberikan
pelayanan yang semestinya bagi anak. Yang dimaksud dengan pengawasan
disini seperti membentuk lingkungan anak dalam ruang lingkup yang sehat,
baik dalam hal jasmani ataupun rohaninya, sehingga anak tersebut dapat
memiliki jiwa sosial yang baik. Selanjutnya dalam hal pelayanan yang
dimaksud adalah menanamkan suatu rasa kasih sayang orang tua kepada
anaknya. Serta dalam kebutuhan hidup tidak lain ialah kebutuhan primer seperti
tempat tinggal, makanan dan juga pakaian. Dari penjelasan diatas dapat

disimpulkan bahwa, hadhanah adalah suatu hak yang berkaitanya dengan

32 |bid., him 52-69.
33 Vivi Kurniawati, Pengasuhan Anak, (Jakarta: Rumah Figh Publishing,2018) , 8.

44



seorang anak yang masih bayi baik laki-laki ataupun perempuan. Karena anak
bayi masih membutuhkan suatu perawatan, penjagaan, Pendidikan,
pemeliharaan, perlindungan dan kasih sayang yang nantinya diharapkan
seorang anak dapat membimbing dan membedakan mana yang baik dan buruk
suatu perilaku agar menjadi manusia yang bertanggung jawab di masa depan.3*

a. Dasar Hukum Hadhanah

Menurut jumhur ulama hukum pengasuhan anak hukumnya wajib
bagi kedua orang tua. Karena usia anak yang masih mumayiz yang apabila
tidak diasuh serta dididik dengan baik akan berakibat buruk terhadap diri
dan masa depan anak maka diharuskan bagi setiap orang tua untuk
memelihara, mendidik dan mengasuh anak dengan sebaik mungkin.®®

Adapun hak-hak hadhanah seperti:

1) Hak seorang wanita yang mengasuh
2) Hak anak yang diasuh

3) Hak seorang ayah atau seseorang yang menempatinya

Menurut ulama madzhab Hanafi dan ulama madzhab maliki
berpendapat bahwa hak pengasuhan adalah hak ibu. Namun dari pendapat
ini terdapat konsekuensi yaitu, seorang ibu dapat untuk menggugurkan hak
hadhanahnya. Sedangkan menurut mayoritas para ulama hak pengasuhan

adalah hak bersama yaitu hak orang tua dan anak. Namun jika masing-

3 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang: UMMPress,2020), 84.

% Vivi Kurniawati, Pengasuhan Anak ..., 9.

% Khalid Syamhudin,”Hadhadanah dan syaratnya dalam islam”(https://almanhaj.or.id/5882-hadhnah-dan-
syaratnya-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 08 Juli 2020)
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masing hak ada yang bertentangan, maka dengan demikian hak anak tetap

harus menjadi prioritas utama dari pada hak-hak lain.*’

b. Syarat- Syarat Hadhanah
Menurut pengarang kitab Fath al-garib terdapat beberapa syarat yang
harus dipenuhi terhadap seseorang yang akan melakukan hadhanah:

1) Berakal

Tidak ada hak asuh yang diberikan kepada orang gila, baik gila yang
dialaminya terus menerus atau terputus-putus. Apabila seorang istri
menderita hilang akal (gila) hanya sebentar misalnya satu hari dalam
setahun, maka hak asuh yang diperolehnya tidak batal sebab penyakit

tersebut.

2) Merdeka
Seorang budak wanita tidak dapat memperoleh hak asuh anak
walaupun majikannya memberi izin kepadanya untuk mengasuh.

3) Agama
Tidak ada hak asuh bagi wanita kafir terhadap anak yang beragama
islam.

4) Amanah
Tidak ada hak asuh bagi wanita fasig, sebab orang yang fasiq seperti
pemabuk dianggap sebagai pezina dan tidak dapat dipercaya dalam

menunaikan kewajiban kepengasuhan tersebut.

37 Ramdan Fawzi, “Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam”, Tahkim,
Jurnal Peradaban Hukum Islam, Vol, 1 No. 2, (oktober 2018), 100.
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5)

6)

Bermukmin didaerah anak

Apabila kedua orang tua mugim di suatu daerah, dan apabila salah
satunya (orang tua) ingin berpergian karena memiliki hajat seperti
pergi haji atau berdagang, dari hal ini apabila anak sudah tamyiz atau
belum diserahkan kepada orang yang mugim dari kedua orang tuanya
sampai yang berpergian tersebut kembali.

Belum kawin lagi

Dari penjelasan Rasulullah seorang ibu hanya memiliki hak hadhanah
(pengasuhan) bagi anaknya selama belum menikah dengan laki-laki
lain (HR. Abu Dawud). Namun adapun pendapat lain dari ahli fikih,
yaitu hak hadhanah yang dimiliki seorang ibu tidak akan gugur
apabila menikah dengan kerabat dekat sang anak seperti, paman, anak
laki-laki paman atau kerabat lain dari sang anak yang bilamana orang

tersebut memberikan kasih sayang serta tanggung jawabnya.®

Selain dari syarat-syarat diatas, terdapat salah satu tokoh yang

berpendapat terhadap syarat khusus dalam melakukan hadhanah yaitu,

wahba zuhaily dalam bukunya yang berjudul Figh Islam Wa Adillatuhu,

syarat khusus untuk anak yang diasuh ibunya (Wanita) yaitu:

1) Wanita tersebut tidak menikah lagi setelah bercerai dengan
suaminya atau menikah dengan laki-laki lain.
2) Wanita tersebut harus memiliki hubungan mahram atau muhrim

dengan anak yang diasuhnya

% 1bid., 101-102.
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3) Seorang pengasuh tidak diperbolehkan mengasuh anak apabila
dengan penuh rasa marah atau kebencian.
4) Seorang pengasuh tidak akan pernah berhenti meskipun tidak

mendapatkan upah.
Syarat khusus bagi seorang laki-laki atau ayah yaitu:

1) Seorang pengasuh laki-laki harus didampingi oleh seorang
Wanita lain dalam hadhanah, seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-
laki. Karena seorang laki-laki tidak memiliki kesabaran untuk
dapat mengurus anak, berbeda dengan seorang wanita.

2) Apabila anak yang diasuh wanita, disyaratkan pada saat usianya
7 tahun sehingga tidak menimbulkan suatu fitnah antara
pengasuh dengan anak yang diasuh.*

c. Urutan Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah

Adapun urutan dalam hal melakukan pengasuhan anak yaitu:
Ibu, nenek dari ibu sampai seterusnya, nenek dari ayah, saudara kandung
anak, saudara perempuan yang masih seibu, saudara perempuan seayah,
anak perempuan dari saudara perempuannya yang sekandung, anak
perempuan saudara perempuan seayah, bibi dan garis keturunan
seterusnya. Namun apabila garis keturunan dari ibu tidak mampu maka
pengasuhan menjadi kewajiban seorang ayah. Selain itu dalam kasus
lain seperti, anak yang masih kecil atau bayi tidak memiliki kerabat

sama sekali, maka hakim atau ulil amri yang dapat menetapkan seorang

3% Wahbah al-Zuhaili, Figh al-Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011). 68-69.

48



wanita yang sanggup serta patut untuk dapat mengasuh dan mendidik

anak tersebut. 4°

40 Nurul Syuhadah, “ Konsep Hadhanah Dalam Hukum Islam Di Malaysia”, (Skripsi,--,Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi,2017).
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS
IHHA MALANG

1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Malang
Sebelum memasuki tahun 1969 lembaga pemasyarakatan perempuan klas
1A malang sebelumnya dikenal dengan nama LAPAS malang Il, secara
administratifnya lapas malang Il masih menjadi satu bagian dengan induknya yang
berlokasi di daerah pemasyarakatan malang. Namun seiring berjalannya waktu pada
tanggal 31 Maret 1969 Menteri Kehakiman RI menurunkan surat keputusan No.

DDP4.1/5/4 yang berbunyi :

a. Memisahkan lapas malang Il dari induknya yaitu daerah pemasyarakatan
malang.
b.  Menetapkan lapas malang Il menjadi lapas khusus wanita malang yang

terhitung pada tanggal 1 April 1969.

Lokasi lapas khusus wanita malang pada mulanya berlokasi di tengah kota
malang, tepatnya di JI. Merdeka timur alun-alun malang. Dengan ciri khas
bangunan peninggalan kolonial belanda lapas khusus wanita malang berubah nama
menjadi lapas wanita klas IIA malang lalu menempati gedung baru yang
diresmikan oleh kepala kantor wilayah departemen kehakiman RI yang bernama
Bapak Charis Subianto,SH pada tanggal 16 Maret 1987 yang berpindah lokasi di
jalan raya kebonsari, sukun — malang, jaraknya kurang lebih 5 km dari pusat kota
malang. Pada bulan januari 2017, nama lapas tersebut kembali diubah menjadi

lapas perempuan klas 1A malang yang berdiri di atas tanah seluas 13.780 meter
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persegi dan luas bangunan 4102 meter persegi, dengan kapasitas hunian 164 warga

binaan pemasyarakatan (WBP).

2. Blok Hunian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas 1A Malang
a. Blok I : Anak dan Ibu Menyusui
Di dalam blok I ini dihuni WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang
dikhususkan untuk narapidana yang membawa anak balita dibawah usia 2
tahun (sedang menyusui) serta untuk rehabilitasi.
b. Blok Il : WBP Kasus Narkoba
Dalam blok 11 dikhususkan untuk WBP yang terjerat kasus narkoba,
dikarenakan Sebagian besar penghuni lapas perempuan malang banyak
yang terjerat kasus narkotika, maka blok Il tidak cukup menampung WBP
kasus narkotika saja. Adapun beberapa WBP yang ditempatkan pada blok
lain.
c. Blok Il : Hukuman di atas satu tahun
Blok ini juga dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus
narkoba.
d. Blok IV : Kasus- kasus bukan narkoba
Pada blok ini terdapat berbagai macam kasus seperti, pencurian,
trafficking, penggelapan, dan lain sebagainnya. Sedangkan untuk batas lama
tahanan juga bermacam-macam. Ada yang diatas satu tahun serta ada pula
yang dibawah satu tahun.
e. BlokV : Tahanan dan penghuni baru
Blok ini hanya diperuntukkan khusus tahanan dan penghuni baru. Tiap-
tiap blok terdapat 3 sel pengasingan kecuali pada blok I, sel pengasingan ini

hanya digunakan pada seorang narapidana atau tahanan yang mengalami
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hukuman selain itu juga diperuntukkan kepada tahanan PSK dan
narapidana.
f. Playground
Di lembaga pemasyarakatan perempuan malang terdapat tempat
bermain untuk anak, hal ini disediakan khusus untuk narapidana yang
membawa atau mengasuh anaknya yang masih berusia dibawah 2 tahun

selama ia menjalani masa hukuman penjara di LPP malang.

3. Visi & Misi

Visi :

Pulihnya kesatuan hubungan hidup kehidupan serta penghidupan warga binaan
pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan

YME.

Misi :
Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan
pemasyarakatan serta pengelola benda sitaan Negara dalam kerangka

penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan

dan perlindungan hak asasi manusia.”
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4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas I1A Malang

EKEPALA
TEI AMMNA ARYATI
WIP.
196501181920012001
EASUB.BAG. TU
SULASTIANINGS EH.
VEVI ABIDLANAWATL Amd IP.5H NIP. 1570042815%1032001
HWIP. 198402242003 122001 b Y
m KAUR KEPEG /KU EATUR UM
DR AT GEL LS M HEUR
PETUCAS PUT WIFASTL, SAP.
FENGAMMANAN MIP. 107808201000032001 HIP. 1946510231991032001
v v ¥
KASIE. BINADIE EASTE. GIATIA EASIE. ADM KAMTIB
SEI WITAYANTL, Amd LB 3H RARNATLSHM B, RATHH SLLIATYXOBRILAHR
TR 10851 E1ATO0305 200 IIP. 194501 181990012001

MIP. 187806272000122001
| |

KASUBSIE BIMEKESWAT KASUBSIE BIMKEE & KASUBSIE KEAMANAN
. HAML AMA BISEA AE SH, . FENGELOLAAN HASIL KFF.IA | servararrawar ss
NIP. 189112062010121 003 ENDAH WAHYUN, SH. WID. 107012251002032001
MIP. 187203251991032001
KASUBSIE RECISTRASI KASUBSIE SARANA KERJA KASUBSIE PELAP TATIE
) SULFIAMITA, 5H. L ISTIAMA, SH 1 SITI RODIAH, 5H.
MIP. 1985100220055012001 MIP. 18621203 1985032001 WIP. 187010271883032001
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5. Kebijakan Mutu

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang berkomitmen untuk
memenuhi kepuasan terhadap pengguna layanan yang dilakukan dengan cara

melalui pembangunan manusia mandiri, serta memberikan peningkatan disegala

bidang yang pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan.

6. Peran dan Fungsi Lembaga
Peran serta fungsi dari lembaga pemasyarakatan perempuan klas 1A malang
adalah untuk pembinaan para tahanan dan narapidana agar dapat Kembali pada

lingkup masyarakat dengan baik, selain itu diharapkan memiliki bekal di

masyarakat dan lebih mempunyai arti.

7. Jumlah Penghuni Lapas Perempuan Malang

Tabel 3.1
Jumlah Penghuni LPP

No. Bulan Tahun 2020 Tahun 2021
1. Januari 630 540
2. Februari 639 542
3. Maret 630

4, April 542

5. Mei 534

6. Juni 530

7. Juli 566

8. Agustus 545

9. September 547

10. Oktober 539

11. November 540

12. Desember 561
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8. Jumlah Pegawai Lapas Perempuan Malang

Tabel 3.2
Jumlah Petugas

Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
No. Kelas I1A Malang Tahun 2021
1. Laki- laki 19
2. Perempuan 67
3. Jumlah 86

9. Warga Binaan Tahun 2020
a. Jumlah Narapidana/ Tahanan berdasarkan latar belakang pendidikan

Tabel 3.3
Jumlah Narapidana/ Tahanan

No. WNI WNA Jumlah
Latar Belakang L i y
Napi | Tah | Napi | Tah Napi Tah
Pendidikan

1. Buta Huruf 19 - - - 19 -
2. Tidak Tamat SD 24 - - - 24 -
3. Tamat SD 101 4 1 - 102 4
4. Tamat SMP 149 3 4 - 153 3
5. Tamat SMA 173 9 2 - 175 9
6. Tamat D.11I 12 1 1 - 13 1
7. Tamat S.1 40 5 - - 40 5
8. Tamat S.I1 7 1 - - 7 1
9. Tamat S.3 - - - - N _

JUMLAH 533 23
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b. Jumlah Narapidana/ Tahanan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Tabel 3.4

Jumlah Narapidana/Tahanan Berdasarkan Tindak Kejahatan

No. | Jenis Tindak Pidana Napi Tahanan | Jumlah
1. Umum 104 16 120
2. | Terorisme 2 - 2
3. Narkotika 403 6 409
4. Korupsi 17 1 18
5. Ilegal Logging - - -
6. Ilegal Fishing - - -
7. Trafficking 7 - 7
8. Pelanggaran HAM Berat - ] N
JUMLAH 556

10. Sarana dan Prasarana Serta Kegiatan Pembinaan Kepribadian

a. Kegiatan Bimbingan Keagamaan

Terdapat 6 (enam) kegiatan bimbingan keagamaan di lembaga
pemasyarakatan perempuan malang salah satunya, bimbingan agama
islam, kristen protestan, Kristen katolik, hindu, budha dan konghucu.
Namun dari beberapa jenis kegiatan bimbingan keagaaman hanya

terdapat beberapa peserta yang mengikuti dan tidak semua bimbingan

terdapat pesertanya.
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Tabel 3.5

Materi Kegiatan Keagamaan

Peserta Guru Pembimbing
Materi Kegiatan | Nap | Tah | Tempat | Petugas | Pihak Lain | Kegiatan dalam
Ibadah 1 bulan
Peserta
Bimbingan Islam:
Yayasan
i Aisyiyah
a.Baca tulis Al- Musholla Dra. Maﬁla%g Agama islam
, An-Nissa _ ' . .
qur-an 484 | 21 Sukarsih Kemenag Setiap hari senin-
b.Qiroah 484 | 21 | Aula Lapas Kota _ ju_m’at, kami_s
c.Ceramah 484 | 21 Malang. (|sjuqosah) setiap
d.Pesantren FA— minggu ke | dan
e.Peringatan hari Kelas Kemenag ke Il
besar islam Ponpas kab.
Malang,
Rohmatul
ummat
Peserta
Bimbingan
Kristen Protestan: | 35 _ Kemenag
35 Gereja Kota
a. Kebaktian rutin | 35 Anugrah Malang,
b.Alkitab Diaspora, _
c.Perayaan hari Agama Kristen
besar  kristen Yoministry, Seitan senin-
protestan v jum’at
Peserta Aaylasan Rabu (WL dan
Bimbingan ) glow Musik)
Kristen Katholik: | 8 | 2 Gereja Bethesda
a.Kebaktianrutin | 8 | 2 | /Anugrah _
b.Alkitab 8 2 Khatolik
c.Perayaan hari TOC
besar  Kristen
katolik
Peserta
Bimbingan
Budha: 1 3 | Perpustaka Kemenag Agama Budha 4
1 3 an Kota Kali:
a.Sembahyan Malan
b.Meditas?/ J 1 3 9 Setiap hari Rabu
c.Membaca kitab
sutra
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b. Pembinaan Pendidikan

Dalam hal pembinaan pendidikan dilakukan melalui program
seperti, Pendidikan formal, kursus-kursus,kesadaran berbangsa dan
bernegara, materi kepramukaan dan kedisiplinan dan lain sebagainya.
Fasilitas yang ditunjang yaitu fasilitas ruang pendidikan serta ruang
perpustakaan yang dilengkapi dengan buku bacaannya. Peserta bimbingan

Pendidikan terdiri dari :

Tabel 3.6
Pembinaan Pendidikan
No. Jumlah Peserta
Pembinaan Pendidikan Napi Tah
1. Pendidikan Formal:
a. Paket A 3 -
b. PaketB 1 -
Paket C 2 -
d. Stratal - -
e. PKBM 11 -
2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara:
a. Bertagwa kepada Tuhan YME 539 22
b. Penerapan Nilai-nilai Pancasila 539 22
c. Wawasan Kebangsaan - -
3. Pembinaan Melalui:
a. Assesment 20 -
b. Profiling 2 -
c. Conflik Management Training - -
d. Life Skill Training - -
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C.

Pembinaan mental dan spiritual

Melalui pembinaan agama baik seacara umum seperti melaksanakan
ibadah rutin, pesantren ataupun konseling. Terdapat (2) dua tempat ibadah

yang disediakan di Lapas Perempuan Malang yaitu Musholla dan gereja.

Kegiatan Olahraga

Kegiatan olahraga yang diagendakan di LPP malang yaitu: sepak
bola,futsal, tenis meja, bulu tangkis,volley, senam sehat, tenis lapangan,
catur, takraw dan olahraga tradisional. Sarana dan prasarana juga disediakan
seperti: lapangan volley dilengkapi dengan bola volly, lapangan senam,
lapangan tenis lengkap dengan meja tenis, lapangan bulu tangkis yang juga
terdapat raket dan shuttlecock untuk bermain bulu tangkis dan juga
kerambol. Jumlah napi yang mengikuti olahraga Volly berjumlah 14
narapidana, untuk olahraga senam sehat ada 528 narapidana, sedangkan
untuk tahanan terdapat 25 orang yang mengikuti kegiatan olahraga senam

sehat.

e. Bidang kesenian

Pada bidang kesenian terdapat beraneka ragam kesenian yang
dimiliki lembaga pemasyarakatan malang yaitu: seni tari, seni suara,
seni music, drama, seni lukis, dan kesenian daerah. Untuk fasilitas yang
disediakan berupa gamelan, kipas, selendang, sound, DVD, 1 set Alat
music serta kulintang yang digunakan untuk menunjang pembinaan seni
tari, karawitan, dan juga latihan orgen tunggal. Untuk tempatnya yaitu
di aula yang telah disediakan LPP Malang terkait intruktur yaitu berasal

dari petugas dan terdapat pula dari instansi lain khususnya kesenian
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daerah yang dilatih oleh bapak sunarko. Selanjutnya jumlah peserta

yang mengikuti kegiatan kesenian sebagai berikut :

1) Seni tari : 21 Napi dan 2 Tahanan
2) Seni suara : 23 Napi

3) Seni music : 5 Napi dan 2 Tahanan
4) Kesenian daerah : 13 Napi

5) Lain-lain : 8 Napi

f. Kegiatan Rekreasi
Kegiatan rekreasi yang terdapat dilembaga pemasyarakatan
perempuan malang meliputi:
1) Menonton Tv : 513 Napi dan 24 Tahanan
2) Membaca majalah atau surat kabar : 121 Napi dan 8 Tahanan

3) Menonton flm (DVD atau VCD) : 452 Napi dan 8 Tahanan

Dengan adanya kegiatan rekreasi tersebut bertujuan untuk mengobati
rasa bosan bagi para narapidana dan juga tahanan. Untuk pelaksanaan

kegiatan rekreasi menonton Tv telah tersedia pada blok LPP sedangkan

kegiatan menonton flm dilaksanakan di Aula LPP.
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g. Kesehatan

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas yang amat penting, maka dari itu
WBP juga menjadi salah satu yang mendapat perhatian terhadap kesehatan.
Pelayanan kesehatan di lapas perempuan malang terdiri dari: konsultasi
terkait kesehatan, pemeriksaan kesehatan, tes laboratorium, rawat inap,
pengobatan, konsultasi psikologi secara insidentil dan juga pemeriksaan
gigi. Fasilitas ini dapat diakses dengan mudah oleh para WBP di ruang
poliklinik dalam hal ini juga dilengkapi dengan dokter umum, sarana
perawatan gigi, dokter gigi paruh waktu dan juga perawat. Semua fasilitas

tersebut diberikan secara gratis kepada semua WBP.
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11. Bimbingan Bakat

Tabel 3.8

Bimbingan Bakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. Isi Bimbingan Peralatan Jumlah Napi
WBP Bakat Peserta
1 565 Memasak Alat-alat masak,
Membatik kompor, wajan , 14
cating
2 Payet Gunting kecil, jarum 1
3 Bordir Contoh gambar,
mesin border, 1
gunting, midangan
4 Menjahit Mesin Jahit, Pola,
jarum, gunting 6
5 Monte/ pernak- | Gunting , jarum, tang
Pernik 0
6 Menghias Gunting, jarum, lem
boneka tembak 0
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7 Merajut Alat gulung, gunting, 303
hakpen
8 Breyen Breypen 5
9 Penebah Pisau, jarum, kerta 20
gosok
10 Kemasan Gunting, carter, 0
penggaris
11 Menganyam Gunting, korek 1
Talikur Jjarum
5. Bimbingan keterampilan
Tabel 3.9
Bimker
Jenis Keterampilan Peralatan Jumlah Napi | Kerjasama
Peserta
Gunting Bantu
PELATIHAN Bersama
KREASI KORSASE | Bahan kain 20 kota
malang
Benang jahit
Solder
6. Bimbingan Kemandirian
Tabel 3.10
Pelaksanaan Pembinaan Produksi Jasa
No.
Jenis Lokasi Jenis JML Hasil Insentif PNBP
Kegiatan Peralatan WBP | Produksi Napi/
Orang
1. | Salon LPP Perlengkapan Hair
Malang Salon 2 Orang | Treatment | Rp 163.500 | Rp 327.000
Facial
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12.  Jadwal Pembinaan Warga Binaan

Tabel 3.11
Jadwal hari senin

i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SENIN
No. JAM KEGIATAN | PENANGGUNG | TEMPAT KET
JAWAB
1 04.00-04.30 | Sholat subuh | Regu Pengamanan Kamar Berjama’ah
hunian di Kamar
2 05.00-0530 Buka kamar | Regu Pengamanan Kamar
MCK/ hunian &
Blok hunian
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Kebersihan

Blok hunian
3 06.30-07.00 Pembagian Binadik Kamar
makan pagi hunian &
blok hunian
4 07.00-07.30 Apel pagi Regu pengamanan | Blok hunian
5 08.00-09.30 Pondok Binadik Kelas
pesantren masing-
masing
6 09.30-11.30 Sekolah Al- Binadik Gereja
kitab
7 10.00-11.00 Hafalan Al- Binadik Ruang
Qur’an kartini
(Thfidz)
8 11.00-11.30 Pembagian Binadik Kamar
makan siang hunian &
Blok Hunian
9 11.30-12.00 | Sholat dhuhur Binadik Ruang
berjama’ah kartini
10 12.00-14.30 Pembinaan Giatja Bengkel
kemandirian kerja
11 | 13.00-13.30 Apel Siang Regu pengamanan | Blok hunian
12 13.00-14.00 Latihan seni Binadik Ruang dewi | Guru bantu
karawitan sartika
13 14.30-15.00 Do’a Sore Binadik Gereja
14 14.30-15.00 | Sholat Ashar Binadik Ruang
Berjama’ah kartini
15 15.00-15.30 Pembagian Binadik Kamar
makan sore hunian &
Blok Hunian
16 | 15.30-17.00 Hiburan / Regu pengamanan | Blok Hunian
Menonton Tv
17 17.00 Kunci Kamar | Regu pengamanan | Blok Hunian
Tabel 3.11
Jadwal Hari Selasa
SELASA
No. JAM KEGIATAN PENANGGUNG TEMPAT KET
JAWAB
1 04.00-04.30 | Sholat subuh | Regu Pengamanan Kamar Berjama’ah
hunian di Kamar
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2 05.00-05.30 Buka kamar | Regu Pengamanan Kamar
MCK/ hunian &
Kebersihan Blok hunian
Blok hunian
3 06.30-07-00 Pembagian Binadik Kamar
makan pagi hunian &
blok hunian
4 07.00-07.30 Apel pagi Regu pengamanan | Blok hunian
5 08.00-09.30 Pondok Binadik Kelas
pesantren masing-
masing
6 09.30-11.30 Sekolah Al- Binadik Gereja
kitab
7 10.00-12.00 | Pembelajaran Binadik Ruang
Al-Qur’an kartini
metode Ummi
8 11.00-11.30 Pembagian Binadik Kamar
makan siang hunian &
Blok Hunian
9 11.30-12.00 | Sholat dhuhur Binadik Ruang
berjama’ah kartini
10 | 12.00-14.30 Pembinaan Giatja Bengkel
kemandirian kerja
11 12.30-14.00 Kelas dance Binadik Ruang
kartini
12 13.00-14.30 Kejar paket Binadik Musholla
13 13.00-13.30 Apel siang Regu pengamanan | Blok hunian
14 13.30-14.30 | Latihan Nasyid Binadik Ruang Guru bantu
kartini
15 14.30-15.00 | Sholat Ashar Binadik Ruang
berjama’ah kartini
16 14.30-15.00 Do’a sore Binadik Gereja
17 15.00-15.30 Pembagian Binadik Kamar
makan sore hunian
&Blok
Hunian
18 15.30-17.00 Hiburan/ Regu pengamanan | Blok hunian
Menonton Tv
19 17.00 Kunci kamar | Regu pengamanan | Blok hunian
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Tabel 3.11
Jadwal Hari Rabu

RABU
No. JAM KEGIATAN | PENANGGUNG | TEMPAT KET
JAWAB
1 04.00-04.30 | Sholat subuh | Regu Pengamanan Kamar Berjama’ah
hunian di Kamar
2 | 05.00-05.30 Buka kamar | Regu Pengamanan
MCK/ Kamar
Kebersihan hunian &
Blok hunian Blok hunian
3 | 06.30-07-00 Pembagian Binadik Kamar
makan pagi hunian &
blok hunian
4 | 07.00-07.30 Apel pagi Regu pengamanan | Blok hunian
5 | 08.00-09.30 Pondok Binadik Kelas
pesantren masing-
masing
6 | 09.30-11.30 Sekolah Al- Binadik Gereja
kitab
7 | 10.00-12.00 | Pembelajaran
Al-Qur’an Binadik Ruang
metode Ummi kartini
8 | 11.00-11.30 Pembagian Binadik Kamar
makan siang hunian &
Blok Hunian
9 | 11.30-12.00 | Sholat dhuhur Binadik Ruang
berjama’ah kartini
10 | 12.00-14.30 Pelatihan Binadik Gereja
music & wish
leader
11 | 12.00-14.30 Pembinaan Giatja Bengkel
kemandirian kerja
12 | 12.30-14.00 Kelas tari Binadik Ruang
tradisional kartini
13 | 13.00-13.30 Apel siang Regu pengamanan | Blok hunian
14 | 14.30-15.00 Do’a sore Binadik Gereja
15 | 14.30-15.00 | Sholat Ashar Binadik Ruang
berjama’ah kartini
16 | 15.00-15.30 Pembagian Binadik Kamar
makan sore hunian
&Blok
Hunian
17 | 15.30-17.00 Hiburan/ Regu pengamanan | Blok hunian
Menonton Tv
18 17.00 Kunci Kamar | Regu pengamanan | Blok hunian
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Tabel 3.11
Jadwal Hari Kamis

KAMIS
No. JAM KEGIATAN | PENANGGUNG | TEMPAT KET
JAWAB
1 | 04.00-04.30 | Sholat subuh | Regu Pengamanan Kamar Berjama’ah
hunian di Kamar
2 | 05.00-05.30 Buka kamar | Regu Pengamanan Kamar
MCK/ hunian &
Kebersihan Blok hunian
Blok hunian
3 | 06.30-07-00 Pembagian Binadik Kamar
makan pagi hunian &
blok hunian
4 | 07.00-07.30 Apel pagi Regu pengamanan | Blok hunian
5 | 08.00-09.30 Pondok Binadik Kelas
pesantren masing-
masing
6 | 09.00-13.00 Pengisian Binadik Depan pojok
TAP-CASH baca
WBP
7 | 09.30-11.30 Sekolah Binadik Gereja
Alkitab
8 | 11.00-11.30 Pembagian Binadik Kamar
makan siang hunian &
Blok Hunian
9 | 11.30-12.00 Pembinaan Binadik Pojok baca
kesadaran
beragama
budha
10 | 11.30-12.00 | Sholat dhuhur Binadik Ruang
berjama’ah kartini
11 | 12.00-14.30 Istighosah Binadik Ruang
kartini
12 | 12.00-14.30 Pembinaan Giatja Benglkel
kemandirian kerja
13 | 13.00-14.30 Kejar paket Binadik Mushola
14 | 13.00-13.30 Apel siang Regu pengamanan | Blok hunian
15 | 14.30-15.00 Do’a sore Binadik Gereja
16 | 14.30-15.00 | Sholat Ashar Binadik Ruang
berjama’ah kartini
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17 | 15.00-15.30 Pembagian Binadik Kamar
makan sore hunian
&Blok
Hunian
18 | 15.30-16.30 | Majelis Ta’lim Binadik Ruang
kartini
19 | 15.30-17.00 Hiburan/ Regu pengamanan | Blok hunian
Menonton Tv
20 17.00 Kunci kamar | Regu pengamanan | Blok hunian
Tabel 3.11
Jadwal Hari Jum’at
JUM’AT
No. JAM KEGIATAN | PENANGGUNG | TEMPAT KET
JAWAB
1 | 04.00-04.30 | Sholat subuh | Regu Pengamanan Kamar Berjama’ah
hunian di Kamar
2 | 05.00-05.30 Buka kamar | Regu Pengamanan Kamar
MCK/ hunian &
Kebersihan Blok
Blok hunian hunian
3 | 06.00-06.30 Pembagian Binadik Kamar
makan pagi hunian &
blok hunian
4 | 06.45-07.15 | Senam aerobic Binadik Lapangan
upacara
5 | 07.15-07.30 Apel pagi Regu pengamanan Blok
hunian
6 | 08.00-09.30 Pondok Binadik Kelas
pesantren masing-
masing
7 | 09.30-11.30 Sekolah Al- Binadik Gereja
Kitab
8 | 10.00-11.00 Hafalan Al- Binadik Ruang
qur’an kartini
(Tahfidz)
9 11.00-11.30 Pembagian Binadik Kamar
makan siang hunan &
Blok
Hunian
10 | 11.30-12.00 | Sholat dhuhur Binadik Ruang
berjama’ah kartini
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11 | 12.00-14.30 Pembinaan Giatja Bengkel
kemandirian kerja
12 | 12.30-14.30 | Latihan Band Binadik Ruang
kartini
13 | 13.00-13.30 Apel siang Regu pengamanan Blok
hunian
14 | 14.30-15.00 Do’a sore Binadik Gereja
15 | 14.30-15.00 | Sholat Ashar Binadik Ruang
berjama’ah kartini
16 | 15.00-15.30 Pembagian Binadik Kamar
makan sore hunan &
Blok
Hunian
17 | 15.30-17.00 Hiburan/ Binadik Blok
Menonton Tv Hunian
18 17.00 Kunci kamar Binadik Blok
hunian
Tabel 3.11
Jadwal Hari Sabtu
SABTU
No. JAM KEGIATAN | PENANGGUNG | TEMPAT KET
JAWAB
1 | 04.00-04.30 | Sholat subuh | Regu Pengamanan Kamar Berjama’ah
Hunian di Kamar
2 05.00-0530 Buka kamar | Regu Pengamanan Kamar
MCK/ hunian &
Kebersihan Blok hunian
Blok hunian
3 | 06.30-07-00 Apel WBP Binadik Lapangan
upacara
4 | 07.00-07.30 Apel pagi Regu pengamanan | Blok hunian
5 | 07.30-07.45 Pembagian Binadik Kamar
makan pagi hunian &
Blok hunian
6 | 07.00-08.00 | Senam aerobic Binadik Lapangan
upacara
7 | 08.00-09.00 Krida WBP Binadik Lapangan
upacara
8 11.00-11.30 Pembagian Binadik Kamar
makan siang hunian &
Blok Hunian
9 11.30-12.00 | Sholat dhuhur Binadik Ruang
berjama’ah kartini
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10 13.00-13.30 Apel siang Regu Pengamanan | Blok hunian
11 14.30-15.00 | Sholat Ashar Binadik Ruang
Berjama’ah kartini
12 | 14.30-15.00 Do’a sore Binadik Gereja
13 15.00-15.30 Pembagian Binadik Kamar
makan sore hunian &
Blok hunian
14 15.30-17.00 Hiburan / Regu Pengamanan | Blok hunian
Menonton Tv
15 17.00 Kunci kamar | Regu Pengamanan | Blok Hunian
Tabel 3.11
Jadwal Hari Minggu
MINGGU
No. JAM KEGIATAN | PENANGGUNG | TEMPAT KET
JAWAB
1 04.00-04.30 | Sholat subuh | Regu Pengamanan Kamar Berjama’ah
Hunian di Kamar
2 05.00-0530 Buka kamar | Regu Pengamanan Kamar
MCK/ hunian &
Kebersihan Blok hunian
Blok hunian
3 06.30-07.00 Pembagian Binadik Kamar
makan pagi hunian &
Blok hunian
4 07.00-07.30 Apel pagi Regu pengamanan | Blok hunian
5 09.00-11.30 Hiburan / Binadik Ruang
Menonton Film kartini
6 11.00-11.30 Pembagian Binadik Kamar
makan siang hunian &
Blok hunian
7 11.30-12.00 | Sholat dhuhur Binadik Ruang
berjama’ah kartini
8 13.00-13.30 Apel siang Regu Pengamanan | Blok Hunian
9 14.30-15.00 | Sholat Ashar Binadik Ruang
Berjama’ah kartini
10 14.30-15.00 Do’a sore Binadik Gereja
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11 15.00-15.30 Pembagian Binadik Kamar
makan sore hunian &
Blok hunian

12 15.30-17.00 Hiburan / Regu Pengamanan | Blok Hunian
Menonton Tv

13 17.00 Kunci kamar | Regu pengamanan | Blok hunian

13. Daftar Nama Narapidana Wanita Dan Bayi Berusia S/D 2 Tahun Pada

Tahun 2021
Table 3.12
Nama Narapidana Dan Bayi Tahun 2021
NO. | NAMA NO. PASAL TGL NAMA JENIS TGL.
REG EXPIRASI | BAYI | KELAMIN LAHIR
1. NY Bl 112
260/19 UURI | 28-07-2023 MSP P 08-04-2020
35/2009
2. FS Bl 114
05/20 UURI | 27/09/2024 | AGD L 01-12-2020
35/2009

B. PEMENUHAN HAK- HAK ANAK NARAPIDANA YANG TURUT SERTA
BERSAMA IBUNYA MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN

1. Pemenuhan Hak Anak narapidana NY (kasus narkotika)

NY adalah seorang ibu yang berusia 23 tahun asal dari Lamongan, telah
menjalani masa hukuman penjara selama 8 bulan di lembaga pemasyarakatan
perempuan klas 1A Malang dan divonis 4 tahun penjara atas kasus narkotika. NY
tinggal di LPP bersama anak perempuannya yang sa’at ini berusia 10 bulan, jadi
pada saat NY mulai ditahan di LPP malang anaknya baru memasuki usia 2 bulan.

Anak yang ia asuh di LPP saat ini merupakan anak ke-empatnya dari tiga
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bersaudara, anak pertama dan keduanya diasuh oleh ibunya sedangkan anak ke tiga

sudah meninggal.

Alasan NY untuk turut serta membawa anaknya tinggal di LPP adalah
anaknya masih memerlukan ASI, sedangkan keluarganya juga sudah kerepotan
untuk merawat ke 2 anaknya yang lain. Dikarenakan jarak dan keadaan pandemi
Covid yang belum membaik, dari pihak keluarga ataupun suami belum pernah sama
sekali menjenguk anak dan istrinya, karena LPP malang sementara ini membatasi
kunjungan guna mencegah penularan covid-19, Jadi pihak keluarga hanya dapat
berkomunikasi melalui telephone dari wartel LPP atau layanan SI VICA (sarana
video call) yang telah disediakan LPP malang. Menurut NY selama ia mengasuh
anaknya di LPP dan di rumah rasanya sama saja, yang membedakan di rumah ada
yang membantu merawat anaknya sedangkan disini ia sendiri yang merawat

anaknya tanpa bantuan dari pihak keluarga.?

Untuk kebutuhan dan fasilitas di LPP menurut NY sudah cukup memadai,
karena di LPP disediakan ruang tersendiri bagi ibu dan anak, selain itu juga
dilengkapi area bermain untuk anak seperti ayunan dan permainan lainnya.
Sedangkan untuk kebutuhan pokok anak juga telah terpenuhi dengan baik seperti,
makanan bayi, susu, dan juga popok. Selain itu pelayanan kesehatan juga telah
disediakan dan diberikan kepada anak WBP , anak mendapatkan pemeriksaan dan
imunisasi selama 1 (satu) bulan sekali. Pemenuhan hak-hak anak yang dapat
diberikan NY selama merawat anaknya di LPP malang yaitu, NY memberi
perhatian yang lebih kepada anaknya, memberikan kebutuhan makan yang cukup

yaitu 3 kali sehari, mengajak bermain dan jalan-jalan disekitar LPP malang untuk

L NY, Wawancara Online/ Daring, Bojonegoro, 23, Februari 2021,.

2 1bid,.

73



mengatasi rasa jenuh dari sang anak. Namun terdapat beberapa kendala yang pernah
ia alami yaitu, pada saat anak sakit anak menjadi rewel dan NY terkadang
kewalahan dari sinilah anak membutuhkan sosok ayah yang belum pernah anak

dapatkan selama tinggal di LPP .

Dalam kegiatan pembinaan sehari-hari kepada warga binaan
pemasyarakatan yang sudah terjadwal, NY selalu membawa anaknya dalam
kegiatan yang sekirannya anak dapat diajak, contonya seperti kegiatan pondok
pesantren. Sedangkan untuk kegiatan lain yang tidak memungkinkan untuk
membawa anak maka ia titipkan ke teman-teman WBP lain yang sedang tidak ada
kegiatan tentunya yang sudah ia percayai untuk dapat menjaga anaknya, selain itu
terdapat pula petugas LPP yang membantu mengawasi. Menurut NY kebutuhan
yang diberikan LPP sudah cukup baik untuk memenuhi hak-hak anak dan juga

kebutuhan anaknya.

. Pemenuhan Hak Anak narapidana FS (kasus narkotika)

FS yang berstatus sebagai seorang ibu yang masih berusia 20 tahun terpaksa
harus mendekam di penjara karena terjerat kasus narkoba dan divonis hukuman 4
tahun penjara. Pada saat usia kehamilan masih 6 bulan FS dinyatakan sebagai
narapidana dan harus menjalani pembinaan di LPP malang. FS merupakan warga
asli dari kota malang sendiri, anak FS saat ini masih berusia 2 bulan dan ia
melahirkan anaknya di LPP malang. Anak yang ia asuh di LPP saat ini merupakan
anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan anak pertamanya diasuh
oleh suami, alasan FS untuk memilih merawat anaknya sendiri di LPP dikarenakan
“di rumah gak ada yang jaga” tutur FS. Saat ini sudah memasuki 11 bulan FS

ditahan di lembaga pemasayarakatan perempuan malang, FS yang tempat
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tinggalnya satu kota dengan LPP namun sama sekali tidak pernah mendapat
kunjungan dari pihak keluarga ataupun suami. Ayah dari seorang anak yang masih
berusia 2 bulan tersebut hanya dapat melihat dan mengetahui kondisi anaknya
melalui telephone wartell (SI VICA) yang disediakan oleh LPP. Jadi anak dari FS
semenjak lahir sama sekali belum pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya

secara langsung.®

Cara FS memenuhi hak-hak anak sebagai seorang ibu selama mengasuh
anaknya di LPP selama sehari-hari yaitu ia mengikuti kegiatan kerja yang sudah
terjadwal di LPP, ia rutin memberikan ASI, serta memberikan kasih sayang dan
perhatian lebih kepada anaknya yang masih menginjak usia 2 bulan tersebut. Untuk
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak narapidana menurut FS sudah ia
dapatkan dengan baik, bahkan sejak anaknya masih dalam kandungan sampai
anaknya lahir. Setiap satu bulan sekali anaknya selalu mendapatkan imunisasi dan
pemeriksaan kesehatan. Sedangkan kebutuhan lain seperti popok juga selalu

terpenuhi.

Kendala FS yang pernah ia alami yaitu pada saat anaknya selesai
diimunisasi anak terkadang rewel dan gampang nangis, “ya karena imunisasi anak
habis disuntik mungkin masih sakit” tutur FS. Selama ini FS bersyukur karena
anaknya tidak pernah sakit dan berharap selalu diberi Kesehatan. Untuk kegiatan
sehari-harinya dalam masa pembinaan FS juga membawa anaknya ikut serta dalam
kegiatan, hanya pada saat sholat berjama’ah atau kegiatan lain yang tidak
memungkinkan untuk membawa anak FS menitipkan anaknya kepada teman WBP

lain yang tidak sholat atau tidak terdapat jadwal kegiatan. Menurut FS pelayanan

3 FS, Wawancara Online/ Daring, Bojonegoro, 23, Februari 2021,.
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fasilitas dan pemenuhan hak-hak anak di LPP malang sudah baik, dan FS berharap
saat anak berusia 2 tahun ia juga bisa ikut pulang bersama dengan anaknya. Karena
dalam peraturan pemasyarakatan anak dari narapidana dapat diasuh ibunya sampai

dengan batas usia 2 tahun.*

. Pemenuhan Hak Anak dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas 1A Malang

Lembaga pemasyarakat perempuan klas 1A Malang adalah lapas khusus
untuk narapidana berjenis kelamin perempuan. Maka tidak asing lagi apabila di
dalam lapas malang terdapat narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP)
yang membawa anak. Dalam peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang
syarat dan tata cara pelaksanan warga binaan pemasyarakatan telah diatur bahwa
warga binaan perempuan yang masih memiliki anak (bayi) dibawah usia 2 tahun
diperbolehkan untuk mengasuh anaknya di lembaga pemasyarakatan. Namun tidak

semua lapas memiliki sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan anak.

Berbeda dengan lapas lain, lapas perempuan malang memiliki sarana dan
prasarana yang cukup memadahi bagi proses tumbuh kembang anak dan
pemenuhan hak anak salah satunya seperti, tersedianya blok khusus anak dan Ibu
menyusui yang di dalamya terdapat kasur dan perlengkapan bayi, tersedianya
tempat untuk bermain anak (playground),terepenuhinya kebutuhan sumber daya
manusia untuk sang anak seperti medapatkan makanan (bubur bayi) 3 kali sehari
dan juga susu formula, tidak hanya itu LPP juga memberikan jatah popok untuk
setiap anak narapidana. Adapun hak kesehatan yang diberikan LPP Malang yaitu
adanya Poli KIA (Kesehatan 1bu dan Anak) dibantu dengan petugas puskesmas

Ciptomulyo kota malang untuk melakukan imunisasi campak dan IPV, pengukuran

* 1bid.,
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berat badan dan tinggi badan untuk memantau proses tumbuh kembang anak / balita
selain itu setelah adanya imunisasi balita tersebut juga diberikan makanan
tambahan. Dalam hal imunisasi dan pemeriksaan rutin tersebut dilaksanakan setiap

1 bulan sekali.?

Selain itu LPP malang juga memberikan peran sosok ayah kepada setiap
anak narapidana, karena keluarga dan juga suami dari narapida tidak dapat
menjenguknya secara langsung. Dengan adanya sosok bayi tinggal di lapas dan
kebanyakan petugas berjenis kelamin perempuan membuat para petugas laki-laki
berpikir kembali mengenai peran orang tua khususnya peran ayah. Fakta penting
peran ayah sangat diperlukan bagi proses tumbuh kembang anak serta berpengaruh

pula pada psikologis anak di masa depan.

Tidak ingin melihat bayi kehilangan peran dari seorang ayah maka diwaktu
senggang, petugas laki-laki (bapak-bapak) menyempatkan bermain dengan bayi
yang ada di lapas. “Ya walaupun bukan anak kandung atau sanak saudara,
setidaknya kegiatan bermain, bercengkrama, melihat video edukasi yang kami
lakukan dapat memberikan pelayanan kesehatan mental bagi si kecil dan juga
sebagai hiburan kami saat jenuh dengan kesibukan.” (Tim Humas LPP Malang).®
Dengan demikian, meskipun pemenuhan hak-hak anak di lapas belum secara
optimal. Namun LPP malang telah berusaha dengan sangat baik untuk memenuhi

kebutuhan dan hak-hak anak dari narapidana secara baik.

5 https://www.instagram.com/p/B939073IvZ0O/?igshid=1j62whae03c7] , Pada Tanggal 28 Maret 2021 Pukul
18.54 WIB.

6 https://instagram.com/Ipp_malang?igshid=1ft4rmjcObinr, diakses pada Tgl 28 maret 2021 Pukul 19.00 WIB.
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BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN
2014 TENTANG PENGASUHAN ANAK YANG TURUT SERTA BERSAMA
IBUNYA MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Analisis Pengasuhan Anak Beserta Hak-Haknya Menurut Undang-Undang No. 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang yang mengatur mengenai anak adalah Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di dalam undang-undang ini telah
tertulis bahwa anak adalah seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun, termasuk
anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) yang
berbunyi : anak adalah anggota keluarga yang masih belum bisa dikatakan dewasa
sebelum anak tersebut genap berusia 18 tahun.! Maka dari ini, setiap anak yang masih
dalam kandungan sekalipun termasuk anggota keluarga dan juga negara yang
kehidupannya telah dijamin oleh hukum perlindungan anak. Selain itu, perlindungan
anak termasuk dalam suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta
hak hak anak agar anak dapat hidup,tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terbebas dari adanya
kekerasan ataupun diskriminasi. Dari pembahasan tersebut merupakan dasar bagi

setiap anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta terjamin hak-haknya.

Lingkungan terkecil seorang anak yang pertama kali ia jumpai adalah
lingkungan keluarga, dimana dalam pasal 1 ayat (3) telah dijelaskan bahwa keluarga
adalah unit atau kelompok kecil dalam masyarakat yang anggotanya terdiri dari suami,

isteri dan anak, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya ataupun keluarga sedarah

! Indonesia (6), Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, Nomor 35 Tahun 2014, LN No.
297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Jakarta.
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yang masih dalam garis lurus keatas atau kebawah.? Salah satu fungsi dari
terbentuknya keluarga didalam kehidupan seorang anak adalah pondasi awal bagi
seseorang sebagai bekal kedepannya pada kehidupan sosial yang lebih luas dan
kompleks. Adapun kehidupan anak yang kurang beruntung yang penulis temukan
yaitu, seorang anak tidak mendapatkan jaminan untuk tumbuh dan juga berkembang
secara optimal (sewajarnya) yang telah tertulis pada pasal 1 ayat (2). Ketidak
beruntungan yang dimaksud disini tidak lain karena seorang anak kekurangan
pengawasan dari orang tua terutama ayahnya. Sebab berkurangnya pengawasan yang
sebagaimana mestinya tersebut, dapat penulis jumpai pada keluarga narapidana.
Dimana seorang ibu merawat dan membesarkan anaknya secara individu tanpa

didampingi dari keluarga ataupun suami.

Dalam kasus ini anak dari seorang ibu yang statusnya sebagai narapidana telah
kehilangan pengawasan yang dikategorikan wajar sebagaimana telah dijelaskan pada
pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.35 Tentang Perlindungan Anak sehingga tumbuh
kembang anak sesuai dengan pasal 1 ayat (2) kurang berjalan dengan baik. Terlepas
dari keberadaan seorang ibu yang menjalani masa tahanan seorang anak tetap harus
mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak-haknya. Walaupun seorang ayah
tidak dapat berperan aktif dalam masa tumbuh kembang anak maka seperti orang
disekitar, masyarakat, negara, pemerintah ataupun pemerintah daerah memiliki
tanggung jawab untuk berperan dalam memberikan perhatian kepada sesama. Dengan
demikian sorang anak dapat tercapai kebutuhannya dalam tumbuh kembangnya secara
layak atau maksimal walaupun tidak didampingi seorang ayah. Hal ini sesuai dengan

bunyi pasal 1 ayat (12) : “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang

2 1bid., 3.
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wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat

negara,pemerintah atau pemerintah daerah.®

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada

pasal 26 ayat (1) setiap orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

1. Mengasuh anak, mememelihara, mendidik, dan melindungi anak.

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakatnya dan
juga minatnya.

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

4. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada

setiap anak. *

Karena kondisi anak dari narapidana tersebut masih sangat memerlukan ASI
dari sang ibu, maka seorang ibu diperbolehkan untuk mengasuk anaknya selama ia
menjalani masa hukuman di penjara, namun setelah anak berusia 2 tahun anak tersebut
harus dipisahkan dengan ibunya apabila ibu dari anak tersebut memiliki vonis yang
cukup lama, karena hal ini sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh undang-
undang. Berdasarkan pengambilan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara
dengan narapidana mengenai hak-hak anak dari seorang narapidana yang tinggal di
LPP malang, terdapat dua WBP (narapidana) yang turut serta membawa anaknya

yaitu, yang pertama narapidana yang berinisial NY.

NY adalah seorang ibu yang saat ini berusia 23 tahun ia telah menjalani masa

hukuman di penjara selama 8 bulan atas kasus narkotika. Yang menjadi alasan NY

3 Indonesia (7), Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Nomor 35 Tahun 2014, LN No.
297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Jakarta.
4 Indonesia (8), Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Nomor 35 Tahun 2014, LN No.
279 Tahun 2014, TLN No. 5606, Jakarta.
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untuk membawa anaknya tinggal di LPP ialah anaknya masih memerlukan ASI,
sedangkan di rumah keluarganya juga sudah kerepotan untuk merawat anaknya yang
lain. Anak NY saat ini memasuki usia 10 bulan pada saat pertama kali NY menjalani
hukuman penjara anaknya masih berusia 2 bulan, sejak NY menjalani hukuman
pidana di penjara pihak keluarga ataupun ayah dari sang anak sama sekali belum
pernah membesuknya dikarenakan alasan tempat tinggal yang jauh. Jadi NY hanya
dapat berkomunikasi dengan suami melalui telephone. Menurut NY selama ia
mengasuh anaknya di LPP dan di rumah rasanya sama saja, yang membedakan
dirumah ada yang membantu merawat anaknya sedangkan disini ia sendiri yang
merawat anaknya tanpa bantuan dari pihak keluarga. dengan demikian hal ini tidak

berjalan dengan baik sesuai pasal 14 ayat (2) yang berbunyi :

a. Setiap anak berhak bertemu secara langsung dan berhubungan pribadi
secara tetap dengan kedua orang tua

b. Memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan untuk proses
tumbuh kembang dari kedua orang tuanya

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua

d. Memperoleh hak anak lainnya.®

Pemenuhan hak-hak anak yang dapat diberikan NY selama mengasuh anaknya
di LPP malang yaitu, NY memberi perhatian yang lebih kepada anaknya, memenuhi
kebutuhan dasar anak terutama kebutuhan ASI, memberikan kebutuhan makan yang
baik yaitu 3 kali sehari dimana makanan untuk anak narapidana telah disediakan oleh
lapas, serta mengajak anaknya bermain dan jalan-jalan disekitar LPP malang untuk

mengatasi rasa jenuh dari sang anak.

5 Indonesia (9), Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Nomor 35 Tahun 2014,
LN No. 279 Tahun 2014, TLN No. 5606, Jakarta.
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Dalam hal ini pemenuhan hak-hak anak yang diperoleh dari anak narapidana
NY sudah ia upayakan dengan sebaik-baiknya meskipun belum terpenuhi secara
maksimal dikarenakan tidak adanya kehadiran ayah dari sang anak atau komunikasi
yang terjalin hanya satu arah, yaitu suami NY hanya mampu menyampaikan perhatian
kepada anaknya melalui telephone hal ini menyebabkan kurangnya kasih sayang ayah
terhadap anak sekaligus diusia yang anak yang masih dini pemahaman anak terhadap
siapa ayahnya masih sangat minim apalagi anak tidak pernah bertemu secara

langsung.

Selanjutnya pemenuhan hak-hak anak yang diberikan narapidana yang
berinisial FS kepada anaknya selama tinggal di LPP malang. FS adalah seorang ibu
yang masih berusia 20 tahun. FS terpaksa harus mendekam di penjara karena terjerat
kasus narkoba dan divonis hukuman 4 tahun penjara. Pada saat usia kehamilan masih
6 bulan FS dinyatakan sebagai narapidana dan harus menjalani pembinaan di LPP
malang. Anak FS saat ini masih berusia 2 bulan dan ia melahirkan anaknya di LPP
malang, anak yang ia asuh di LPP saat ini merupakan anak keduanya, sedangkan anak

pertamanya diasuh oleh suaminya.

FS yang tempat tinggalnya satu kota dengan LPP malang namun sama sekali
tidak pernah mendapat kunjungan dari pihak keluarga ataupun suami. Ayah dari
seorang anak yang masih berusia 2 bulan tersebut hanya dapat melihat dan mengetahui
kondisi anaknya melalui telefon. Jadi anak dari FS sejak lahir sama sekali belum
pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya secara langsung. Hal ini amat
disayangkan karena kurang sesuai dengan pasal 14 ayat (2) undang-undang
perlindungan anak. Selain itu, pasal 45 ayat (1) juga menjelaskan bahwa : “Orang tua
ataupun keluarga bertanggung jawab menjaga Kesehatan anak dan merawat anak
sejak dalam kandungan”.
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Mengenai pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa FS berperan sebagai
orang tua tunggal sejak ia mengandung usia 6 bulan sampai dengan saat ini, karena ia
hanya dapat memenuhi hak-hak anak secara individu dan menjaga kesehatan serta
merawat anak tanpa mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga, maka hal ini juga
kurang sesuai dengan pasal 45 ayat (1) tersebut. Cara FS memenuhi hak-hak anak
sebagai seorang ibu selama mengasuh anaknya di LPP selama sehari-hari yaitu ia
mengikuti kegiatan kerja yang sudah terjadwal di LPP, ia rutin memberikan ASI
kepada anaknya, serta memberikan kasih sayang dan perhatian lebih kepada anaknya

yang masih menginjak usia 2 bulan tersebut.

Selain itu, dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada kedua ibu
narapidana diatas seorang anak juga dapat terpenuhi hak-haknya seperti terpenuhi
kebutuhan dasarnya (mendapatkan ASI secara langsung), mendapatkan kasih sayang
secara langsung dari sang ibu meskipun tanpa adanya kehadiran sosok ayahnya dan
dengan kondisi yang amat terbatas anak tetap mendapatkan hak-haknya dari sang ibu
walaupun tidak maksimal, disisi lain seorang ibu adalah peran utama atau peran
penting yang sangat berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan anak. Hal ini
sudah sesuai dengan pasal 14 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang

perlindungan anak.

Hak-hak anak yang diperoleh dari lembaga pemasyarakatan malang yaitu hak
mendapatkan makanan 3 Kkali sehari, terpenuhinya fasilitas seperti tersedianya blok
ibu dan anak untuk menyusui, terjaminya kebutuhan popok dan juga susu untuk setiap
anak, terpenuhinya hak kesehatan terhadap anak yaitu, mendapatkan pemeriksanaan
dan juga imunisasi setiap 1 bulan sekali. selain itu di lembaga pemasyarakatan

perempuan malang juga menyediakan playground sebagai sarana bermain anak.
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Dengan demikian telah sesuai dengan undang-undang No. 35 pasal 21 ayat (1) dan

(2):

1. Negara, pemerintah, serta pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung
jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama,jenis
kelamin, bahasa, status hukum, ataupun kondisi fisik atau mental anak.

2. Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, serta menghormati setiap

Hak-hak anak.®

Selain itu, hal tersebut telah sesuai pula dengan bunyi pasal 22 : “Negara,
pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban serta bertanggung jawab
memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia

(SDM) dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.
B. Analisis Pengasuhan Anak Beserta Hak-Haknya Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Islam telah dijelaskan pula mengenai pengasuhan anak atau dalam
istilah islamnya disebut “hadhanah”, pengertian hadhanah yaitu pemeliharaan
terhadap anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri (bayi). Pendekatan islam
terhadap anak dapat disimpulkan dalam dua prinsip. Prinsip yang pertama, sesuai
dengan yang diperintahkan Allah yaitu anak hendaknya tidak menjadi penyebab
kesengsaraan kedua orangtuannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. al-

bagarah ayat 233 yang berbunyi:

’ 58 )
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% Indonesia (10), Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Nomor 35 Tahun 2014,
LN No. 279 Tahun 2014, TLN No. 5606, Jakarta.
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Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh
bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung
nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani
lebih dari kesanggupannya.’

Prinsip yang kedua yaitu, setiap orang tua tidak menjadi penyebab kesengsaraan
terhadap anaknya, orang tua wajib untuk memenuhi hak-hak anak seperti: hak hidup
serta kemungkinan hidup yang secara adil, hak mendapatkan pengesahan atau
pengakuan dari ayahnya, serta hak memperoleh perawatan dan perlakuan sosial yang

baik. 8

Berdasarkan fakta yang penulis jumpal, ternyata tidak semua orang tua mampu
melakukan dan memenuhi tanggung jawabnya, contohnya seperti kehidupan keluarga
narapidana. Dalam surat al-bagarah ayat 233 diatas Allah SWT memerintahkan untuk
menyempurnakan penyusuan kepada setiap ibu sedangkan seorang ayah bertugas
memenuhi kewajibannya untuk memberikan sandang dan pangan. Perintah tersebut
merupakan cara yang semestinya dilakukan untuk menunaikan pengasuhan anak yaitu
kedua orang tua diminta untuk saling bekerjasama dalam mengasuh dan merawat
anaknya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin komunikasi,
pemahaman, dan juga kesempatan atas ketersediaan waktu untuk saling berbagi dan

melengkapi.

Namun seorang narapidana yang berada di lapas tidak dapat berbuat banyak
untuk dapat mengupayakan apa yang telah tersurat dalam surat al-bagarah diatas. Hal
tersebut bukan karena mereka (orang tua) melupakan dan tidak mengerti apa yang
semestinya dipenuhi, disisi lain mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk ikut

berperan dalam memberikan pengasuhan terbaik sebagai suatu upaya untuk

" Mushaf Aminah, Surat al-bagarah ayat 233, (Jakarta: Alfatih,2002), 37.
8A. Imam Baihagqi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pidana Kurungan Bagi Anak Nakal di Rutan
Anak Blitar, Al-Qanin, Vol. 23, No. 1, (Juni 2020), 46.
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memaksimalkan tumbuh kembang anak. Salah satu contohnya terjadi pada keluarga
NY, suami NY dan keluarganya tidak dapat berbuat banyak dikarenakan jarak
keluarga yang jauh. Dengan demikian faktanya pengasuhan anak dari keluarga
narapidana belum berjalan dengan semestinya. Meskipun seorang ibu lebih berhak
dalam proses pengasuhan anak daripada ayah, namun proses pengasuhan terhadap

seorang anak masih membutuhkan campur tangan dari seorang ayah.

Dalam fikih hadhanah seorang ibu adalah orang yang memiliki hak utama
dalam mengasuh anaknya. Namun dalam kasus seorang ibu yang dipenjara dan
menyandang status sebagai narapidana menurut fikih hadhanah ibu tersebut tidak
memenuhi syarat untuk melakukan hadhanah. Dimana telah dijelaskan syarat-syarat
hadhanah yaitu harus amanah, karena tidak ada hak asuh bagi wanita fasiq (tidak
konsisten) sebab dikhawatirkan seorang ibu yang fasiq tidak dapat dipercaya dalam
menunaikan kewajibannya dalam hal pengasuhan anak tersebut. Apalagi dalam kasus
ibu yang terjerat kasus narkotika, dimana narkotika adalah suatu kejahatan yang sulit
disembuhkan meskipun telah melakukan rehabilitasi, hal ini dikhawatirkan akan

berdampak buruk terhadap anak yang diasuhnya.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah diuraikannya pembahasan dan rumusan masalah dalam penulisan ini,
maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak anak yang turut serta bersama ibunya menjalani pidana penjara
di lapas perempuan klas I1A malang telah terlaksana dan berjalan dengan baik,
meskipun belum secara maksimal. Pemenuhan hak-hak anak yang diberikan
ibunya sebagai narapidana antara lain seperti : terpenuhinya kebutuhan ASI,
terpenuhinya perhatian dan kasih sayang yang lebih, terpenuhinya kebutuhan
makan untukanak serta seorang ibu yang statusnya sebagai narapidana tetap
dapat merawat anaknya dengan baik meskipun ia dalam kondisi terbatas dan
tanpa adanya campur tangan dari suami ataupun keluarga. Sedangkan
pemenuhan hak anak yang dapat diberikan oleh lembaga pemasyarakatan
perempuan klas 1A malang sendiri yaitu, tersedianya sarana dan prasarana yang
memadai untuk masa tumbuh kembang anak seperti halnya blok khusus anak
dan Ibu menyusui, terepenuhinya kebutuhan pokok, untuk pelayanan kesehatan
LPP malang juga menyediakan poliklinik dan ruang rawat inap untuk para
narapidana yang memerlukan perawatan (sakit) sedangkan untuk memenuhi
hak kesehatan anak di LPP malang setiap 1 bulan sekali anak memperoleh
imunisasi dan juga pemeriksaan rutin.

2. Tinjauan hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Pengasuhan Anak yang turut serta bersama ibunya menjalani pidana

penjara di lembaga pemasyarakatan perempuan klas IIA malang mengenai
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kasus ini menurut hukum pidana islam telah sesuai dengan apa yang diterima
oleh ibunya, yaitu hukumannya ditetapkan oleh ulil amri atau hakim serta jenis
hukuman yang diperoleh ibunya termasuk dalam jenis sanksi ta’zir yang
berkaitan dengan perampasan kemerdekaan seseorang. Namun terhadap anak
yang diasuhnya menurut fikih hadhanah ibu tersebut tidak memenuhi syarat
untuk melakukan pengasuhan. Dimana telah dijelaskan syarat-syarat hadhanah
yaitu harus amanah, karena tidak ada hak asuh bagi wanita fasiq (tidak
konsisten) sebab dikhawatirkan seorang ibu yang fasiq tidak dapat dipercaya
dalam menunaikan kewajibannya dalam hal pengasuhan anak tersebut.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam hak-hak
anak yang diperoleh anak narapida kurang terlaksana dengan baik. Namun
seorang narapidana yang berada di lapas tidak dapat berbuat banyak untuk dapat
mengupayakan apa yang semestinya dipenuhi, Hal tersebut bukan karena
mereka (orang tua) melupakan dan tidak mengerti apa yang semestinya
dipenuhi untuk anaknya, disisi lain mereka tidak memiliki banyak kesempatan
untuk ikut berperan dalam memberikan pengasuhan terbaik sebagai suatu upaya

untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak.

B. SARAN
Berpedoman pada pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, terdapat
beberapa saran yang perlu dikembangkan antara lain:
1. Saran Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Dalam hal pemenuhan hak-hak anak memang sudah cukup baik dan
tersusun rapi dalam undang-undang, namun dalam hal penerapan atau

praktiknya apa yang tertulis di dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
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tentang perlindungan anak belum semuanya dapat diterapkan dengan tepat
dan sesuai, maka dari ini diharapkan pemerintah dan oknum yang
bersangkutan dapat memperhatikan lagi dalam kehidupan nyata yang
terjadi, apakah sudah terlaksana sesuai dengan yang tertulis di peraturan
atau masih perlu diupayakan lagi.
. Saran Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas I1A Malang

Memang sudah cukup memadai bagi LPP malang dalam memenuhi
kebutuhan dan hak-hak dari anak narapidana, Namun alangkah baiknya
dalam hal yang kurang anak mengerti seperti peran sosok ayah lebih
dikembangkan lagi agar anak dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan
kasih sayang dari kedua orang tuanya. Seharusnya LPP membuat suatu
peraturan tersendiri mengenai diperbolehkannya kunjungan minimal 1 kali
dalam jangka waktu tertentu dan diberlakukan syarat tertentu agar hak-hak
anak tetap dapat ia peroleh dari ayah kandungnya.
. Saran Terhadap Masyarakat

Dari beberapa fakta di lapangan masyarakat cenderung membatasi
diri terhadap seseorang yang baru bebas dari penjara atau pernah menjadi
seorang narapidana, hal ini membuat mantan narapidana justru merasa
mendapatkan perlakuan diskriminasi sehingga berpeluang besar ia
mengulagi kejahatannya lagi , dalam hal ini diharapkan masyarakat dapat
bersikap bijak dan sewajarnya tanpa takut dihantui rasa kekhawatiran yang

berlebih sehingga dapat merugikan orang lain.
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